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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS. An-Nisa’: 58)"

“Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Quran, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi
Penyempurnaan 2019, Juz 1-10 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 118.
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ABSTRAK

Ita Putriany, 2025: Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung terhadap
Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mengadili
Wanprestasi Pembiayaan Kredit

Kata kunci: Implikasi Hukum, Putusan MA, BPSK, Pembiayaan Kredit

Penelitian ini membahas implikasi hukum putusan MA terhadap
kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa wanprestasi pembiayaan. Dalam
rentang waktu 2006 hingga 2012, MA memiliki dua pandangan hukum terkait
sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen. Namun, sejak tahun
2013, MA mulai meninggalkan pandangan pertama dan lebih cenderung pada
pandangan kedua. Seperti terlihat pada Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-
BPSK/2024 dan Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 MA menegaskan
bahwa sengketa tersebut merupakan ranah hukum perdata dan bukan sengketa
konsumen. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batas kewenangan
BPSK dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan
hakim MA dalam memutus kewenangan BPSK dalam mengadili wanprestasi
pembiayaan kredit? 2) Bagaimana status atau kedudukan dari putusan BPSK yang
kewenangannya dibatasi oleh MA dalam mengadili wanprestasi pembiayaan
kredit? 3) Bagaimana implikasi hukum putusan MA terhadap kewenangan BPSK
dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis dan memahami
pertimbangan hakim MA dalam memutus kewenangan BPSK dalam mengadili
wanprestasi pembiayaan kredit. 2) Untuk menganalisis status atau kedudukan dari
putusan BPSK yang kewenangannya dibatasi oleh MA dalam mengadili
wanprestasi pembiayaan kredit. 3) Untuk mengidentifikasi dan memahami
implikasi hukum dari putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili
wanprestasi pembiayaan kredit.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep. Data diperoleh
melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 1) MA menggunakan
pendekatan yuridis dan non-yuridis dalam ‘membatasi kewenangan BPSK
mengadili wanprestasi pembiayaan kredit, dengan menegaskan bahwa sengketa
tersebut merupakan ranah hukum perdata yang menjadi kewenangan pengadilan.
2) Putusan BPSK yang mengadili wanprestasi pembiayaan kredit sering kali
dibatalkan oleh pengadilan, terutama MA, karena dinilai melampaui
kewenangannya. Kedudukan putusan BPSK dalam sengketa wanprestasi
pembiayaan kredit menjadi lemah dan dapat dibatalkan. 3) Pembatasan
kewenangan BPSK oleh MA berdampak pada terkurangnya perlindungan
konsumen, yang dinilai bertentangan dengan prinsip dalam Hukum Ekonomi
Syariah. Putusan MA memberikan kepastian hukum bahwa penyelesaian sengketa
wanprestasi pembiayaan kredit harus dilakukan melalui pengadilan umum.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum
yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam UUD
1945, terdapat berbagai ketentuan yang mengatur tentang sistem
pemerintahan, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip dasar negara hukum.
Dalam sistem hukum positif di Indonesia, ada berbagai subsistem seperti
hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan lainnya." Ada lima
peradilan di Indonesia yang diantaranya Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Konstitusi.? Salah
satu aspek penting dari sistem hukum Indonesia adalah Mahkamah Agung
(MA). MA adalah institusi negara yang memiliki otoritas untuk menangani
perkara di tingkat kasasi, melakukan pengujian terhadap peraturan
perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang, serta
melaksanakan berbagai kewenangan lain yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.® Sistem hukum yang kuat dan adil sangat penting untuk
memastikan bahwa peraturan dijalankan dengan benar.

Sistem hukum penting dalam berbagai aspek, seperti aspek sosial,
politik, dan ekonomi. Dalam aspek ekonomi, kepastian dan stabilitas hukum

sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi. Di Indonesia,

! Hendri Raharjo, Sistem Hukum Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 37.

%Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesia,” diakes 4 Desember 2024,
https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-1t632b89fb2e76e/.

® Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bab IX Kekuasaan Kehakiman
Pasal 24A Angka (1).




untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam
penggunaan barang dan/atau jasa, pemerintah menetapkan regulasi khusus
melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kehadiran undang-undang
ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip negara kesejahteraan,
mengingat UUD 1945 selain berfungsi sebagai konstitusi politik juga
mencerminkan Kkonstitusi ekonomi yang mengusung gagasan negara
kesejahteraan.” Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen
merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen.> Tujuan utamanya adalah
menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi berbagai kebutuhan
hidupnya. Hal ini tercermin dari keberadaan sanksi pidana dalam setiap
ketentuan yang diatur dalam UUPK. Dengan kata lain, upaya perlindungan
konsumen mencakup tidak hanya langkah-langkah pencegahan (preventif),
tetapi juga tindakan penegakan hukum (represif) di seluruh aspek
perlindungan yang ditujukan kepada konsumen.®

Salah satu instrument penting dalam UUPK ini adalah pembentukan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK berfungsi sebagai
lembaga alternatif yang menangani sengketa antara konsumen dan pelaku
usaha di luar jalur pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui BPSK

ini diharapkan mampu memberikan penyelesaian yang bersifat adil serta

* Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana, 2013), 6.

® Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab | Ketentuan
Umum Pasal 1 Angka (1).

® Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, 22.



memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. BPSK
memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen menurut
UUPK. BPSK merupakan lembaga yang berperan dalam menangani dan
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.” Proses
penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi,
arbitrase, maupun konsiliasi.® BPSK juga dapat memberikan saran dan
rekomendasi terhadap konsumen dan pelaku usaha untuk menghindari
terjadinya sengketa. Kewenangan BPSK sering diuji ketika menangani kasus
wanprestasi akibat pembiayaan kredit.

Wanprestasi dalam pembiayaan kredit mengarah pada pelanggaran
kewajiban oleh salah satu pihak dalam hubungan perjanjian kredit. Dalam
Kamus Hukum, wanprestasi diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, cedera
janji, atau tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian.” Pasal 1238
menjelaskan bahwa seorang debitur dianggap lalai apabila telah diberikan
surat peringatan, akta yang sejenis, atau secara otomatis berdasarkan isi
perikatan itu sendiri, yaitu jika perikatan tersebut menetapkan bahwa debitur
dinyatakan lalai setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan.™ Pihak
kreditur juga berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban berdasarkan

aturan yang telah disetujui dalam perjanjian. Dalam sengketa tersebut

7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab | Ketentuan
Umum Pasal 1 Angka (11).

8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab XI Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 52 Huruf (a).

% Siti Nur Azizah Ma’ruf Amin, Buku Ajar Hukum Perjanjian (Yogyakarta: Deepublish
Digital, 2023), 82.

19 subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta Timur: PT Balai
Pustaka, 2014), 323.



seringkali dianggap lebih tepat diselesaikan melalui pengadilan daripada
BPSK, akan tetapi banyak pihak yang menempuh jalur penyelesaian sengketa
tersebut melalui BPSK.

BPSK didirikan untuk melindungi hak-hak konsumen di Indonesia.
Lembaga ini berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumen
secara non-litigasi, yang bertujuan untuk menghindari penyelesaian sengketa
melalui jalur peradilan umum. Proses di peradilan umum sering Kali
memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.**
Akan tetapi, dalam praktiknya putusan-putusan Mahkamah Agung seringkali
memberikan tafsiran yang beragam mengenai batasan kewenangan BPSK,
terutama dalam menangani kasus wanprestasi pembiayaan kredit. Banyak
pihak-pihak yang memilih untuk menyelesaikan permasalahan hukum
tersebut di BPSK, padahal sudah banyak dari putusan MA yang memutus
bahwa BPSK tidak berwenang dalam menangani sengketa wanprestasi
pembiayaan kredit. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum terkait sejauh
mana BPSK berwenang menangani kasus wanprestasi pembiayaan kredit,
yang pada akhirnya dapat melemahkan pelaksanaan perlindungan konsumen.

Dalam rentang waktu 2006 hingga 2012, Mahkamah Agung memiliki
dua pandangan hukum terkait sengketa yang timbul akibat perjanjian
pembiayaan konsumen. Pandangan pertama menganggap bahwa sengketa

tersebut termasuk dalam kategori sengketa konsumen, sehingga BPSK

! Dwi Nugrohandhini, “Kewenangan BPSK Memeriksa Keberatan Lelang Eksekusi Pasal 6
Undang-Undang Hak Tanggungan,”  https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12643/
Kewenangan-BPSK-Memeriksa-Keberatan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-

Tanggungan.html




berwenang untuk mengadilinya. Sementara itu, pandangan kedua berpendapat
bahwa sengketa yang muncul merupakan kasus wanprestasi, sehingga tidak
termasuk dalam ranah kewenangan BPSK. Pandangan pertama sebagaimana
terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 063 K/Pdt.Sus/2007,
Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012, Putusan Nomor 335 K/Pdt.Sus/2012,
Putusan Nomor 589 K/Pdt.Sus/2012. Sementara pandangan kedua terdapat
pada putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pdt.Sus/2011, Putusan Nomor
556 K/Pdt.Sus/2012, Putusan Nomor 335 K/Pdt.Sus/2012. Sejak tahun 2013,
pandangan pertama telah ditinggalkan oleh Mahkamah Agung dan dalam
putusan 27 K/Pdt.Sus/2013 Mahkamah Agung menerapkan pandangan
hukum kedua dan diperkuat oleh adanya Putusan Nomor 306 K/Pdt.Sus/2013.
Sikap hukum yang serupa oleh Mahkamah Agung kemudian diikuti secara
konsisten dalam seluruh putusan.*?

Mahkamah Agung banyak mengeluarkan putusan terkait sengketa
konsumen BPSK. Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung ditemukan
2.291 putusan yang diputus oleh Mahkamah Agung. Rentang waktu 2013-
2024 ditemukan sekitar 2.214 putusan yang dikeluarkan mengenai sengketa
konsumen BPSK.® Putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap selama tidak menempuh upaya hukum luar
biasa.** Oleh karena itu, putusan tersebut bersifat final dan mengikat, serta

dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan kewenangan BPSK dalam

12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 20 Februari 2025,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8453f4f2e2090c1313631313130
html.

'3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4 Hasan Basri dan Rina Suriyanti, Hukum Acara Perdata (Jember: Al-Bidayah, 2023), 15.




penyelesaian sengketa. Peneliti menemukan bahwa Mahkamah Agung telah
mengeluarkan beberapa putusan dengan substansi berbeda terkait
kewenangan BPSK. Berikut adalah tiga putusan utama yang mencerminkan
dinamika tersebut, yakni:

Tabel 1.1
Contoh Putusan Mahkamah Agung terhadap
Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
No No Putusan Tahun Putusan | Hasil Putusan

1 | 267 K/Pdt.Sus/2012 25 Juli 2012 Mengakui
2 | 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 | 25 Januari 2024 Menolak

3 | 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 | 26 Februari 2024 | Menolak disertai
Pembatalan

Berdasarkan tabel putusan tersebut memberikan gambaran tentang
perkembangan interpretasi hukum terhadap peran BPSK dalam
menyelesaikan sengketa, serta bagaimana putusan-putusan ini berdampak
pada praktik penyelesaian sengketa konsumen. Pada Putusan Nomor 267
K/Pdt.Sus/2012 MA menguatkan putusan BPSK dan membatalkan putusan
PN Surakarta Nomor 149/Pdt.G/BPSK/2011/PN.Sk tanggal 9 November
2011 vyang isi putusannya menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang
menangani sengketa terkait dengan perjanjian fidusia.® Putusan yang kedua,
yaitu Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 menolak putusan BPSK dan
membatalkan putusan PN Medan Nomor 04/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn
tanggal 22 Maret 2016 yang isi putusannya menguatkan putusan BPSK.

Putusan yang ketiga yaitu Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

5 Arsil, “Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga
Pembiayaan dan Nasabah,” 27 Oktober 2017, https://www.hukumonline.com/berita/a/sikap-
hukum-ma-atas-kewenangan-bpsk-mengadili-sengketa-lembaga-pembiayaan-dan-nasabah-
1t59f2b4473d8f0/.




menolak disertai pembatalan putusan BPSK Bojonegoro Nomor
83/P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023. Ketiga putusan ini dipilih
dipilih karena mewakili perubahan arah kebijakan yudisial Mahkamah Agung
terhadap BPSK serta dapat memberikan gambaran yang cukup komprehensif
mengenai implikasi hukumnya.

Perbedaan sudut pandang antara majelis BPSK dan hakim agung
menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum mengenai kewenangan
BPSK dalam menangani sengketa konsumen yang disebabkan oleh
wanprestasi, khususnya dalam hal pembiayaan konsumen. Usaha konsumen
untuk menyelesaikan sengketa dengan perusahaan pembiayaan melalui BPSK
sering kali tidak efektif karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai batas
kewenangan BPSK. Akibatnya, putusan yang dikeluarkan oleh BPSK
cenderung dibatalkan di tingkat pengadilan, terutama di Mahkamah Agung.
Ketipakpastian mengenai kewenangan BPSK ini menjadi dasar bagi peneliti
untuk mengkaji lebih lanjut peran dan batasan badan tersebut dalam
menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan, Peneliti tertarik untuk
meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Implikasi Hukum Putusan
Mahkamah Agung Terhadap Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen Dalam Mengadili Wanprestasi Pembiayaan Kredit.”



B. Fokus Penelitian
Bagian ini memuat seluruh rumusan masalah yang akan dijawab
melalui penelitian.’® Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini berfokus
pada pokok masalah yang akan dibahas diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus
kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam mengadili
wanprestasi pembiayaan kredit?

2. Bagaimana status atau kedudukan dari putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen yang kewenangannya dibatasi oleh Mahkamah
Agung dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit?

3. Bagaimana implikasi hukum putusan Mahkamah Agung terhadap
kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam mengadili
wanprestasi pembiayaan kredit?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian menggambarkan arah yang akan dicapai dalam
melaksanakan penelitian.'” Adapun tujuan penelitian yang akan dibahas
berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hakim Mahkamah

Agung dalam memutus kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit.

® Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember (Jember: UIN KHAS Jember, 2023), 23.
" Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah.



2. Untuk menganalisis status atau kedudukan dari putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen yang kewenangannya dibatasi oleh
Mahkamah Agung dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit.

3. Untuk mengidentifikasi dan memahami implikasi hukum dari putusan
Mahkamah Agung terhadap kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen dalam mengadili wanprestasi pembiayaan kredit.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan
wawasan bagi peneliti maupun pembaca serta memberikan kontribusi pada
pengembangan ilmu hukum, khususnhya dalam bidang hukum konsumen
dan pembiayaan kredit, dengan menganalisis implikasi putusan Mahkamah

Agung terhadap kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) dalam mengadili kasus wanprestasi kredit.

2. Manfaat Praktis
a. Manfaat Bagi Peneliti: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

peneliti dalam memperluas pengetahuan dan wawasan serta untuk
memenuhi syarat dalam menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H).

b. Manfaat Bagi Kampus: Penelitian ini diharapkan menjadi sumber
pengetahuan baru dan koleksi Pustaka yang dapat meningkatkan
keunggulan akademik kampus di bidang Hukum Ekonomi Syariah di
lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig

Jember.
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c. Manfaat Praktis dan Kebijakan: Penelitian ini diharapkan memberikan
manfaat bagi para praktisi hukum, pelaku bisnis pembiayaan, dan
konsumen dalam memahami batas-batas kewenangan BPSK, sehingga
membantu mereka dalam penyelesaian sengketa kredit secara efektif
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga
diharapkan mampu memberikan masukan bagi pembuat kebijakan
untuk memperjelas regulasi terkait kewenangan BPSK, sehingga
meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa
wanprestasi pembiayaan kredit antara konsumen dan pelaku usaha.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat uraian mengenai istilah-istilah kunci yang
menjadi pusat perhatian dalam judul penelitian.’® Dari judul penelitian yang

diteliti, definisi istilah yang akan dipaparkan diantaranya:

a. Implikasi Hukum

Implikasi adalah dampak atau akibat yang ditimbulkan dari hasil
penelitian = terhadap pihak-pihak tertentu. Menurut Kamus Hukum,
pengertian hukum adalah sistem peraturan yang ditetapkan pemerintah

(undang-undang, ordonansi; dll).*® Implikasi hukum adalah keterlibatan

atau ketertautan beberapa aspek hukum akibat pengaturan hukum.?® Dalam

konteks ini implikasi hukum merujuk pada konsekuensi yang muncul dari

8 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46.

% Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi (Edisi Pertama)
(Jakarta: Kencana, 2017), 339.

20 Aan Eko Widiarto, “Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 16, no.1 (Maret 2019): 30.
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putusan Mahkamah Agung terhadap otoritas atau kewenangan badan
tertentu dalam menegakkan hukum.
b. Putusan Mahkamah Agung
Putusan Mahkamah Agung merupakan hasil keputusan yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang merupakan lembaga peradilan
tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung termasuk dalam Lembaga Tinggi
Negara  sebagaimana  tercantum  dalam  Ketetapan  Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I1I/MPR/1978.%
Sebagai pengadilan tingkat kasasi, Mahkamah Agung memiliki wewenang
untuk membatalkan putusan maupun penetapan dari pengadilan di semua
lingkungan peradilan, apabila ditemukan bahwa pengadilan tersebut tidak
memiliki kewenangan atau telah melampaui batas kewenangannya.?
Putusan ini bersifat final dan mengikat serta menjadi pedoman bagi
peradilan dibawahnya dan juga dapat memengaruhi praktik penegakan
hukum, termasuk kewenangan BPSK.
c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
BPSK merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menangani
serta menyelesaikan perselisinan antara konsumen dan pelaku usaha.?

BPSK berfungsi dalam membantu proses penyelesaian sengketa di luar

2! Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung, Pasal 1.

2 Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 35.

%% Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (11).
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jalur peradilan, menerima laporan atau keluhan dari konsumen, serta
melakukan pengawasan terhadap penggunaan klausula baku.*
d. Kewenangan
Secara umum, kewenangan dapat diartikan sebagai cakupan
kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk memerintah,
mengatur, dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Dalam menjalankan
kekuasaan tersebut, pihak yang diberi wewenang memiliki hak untuk
menggunakan kekuasaannya sesuai dengan batas-batas yang telah
ditentukan.”® Kewenangan disini mengacu pada otoritas BPSK dalam
mengadili kasus-kasus terkait sengketa konsumen, khususnya yang
berkaitan dengan wanprestasi dalam pembiayaan kredit.
e. Wanprestasi
Wanprestasi, atau yang dikenal juga sebagai perbuatan ingkar janji
(breach of contract), secara etimologis berasal dari bahasa Belanda dan
merujuk pada "“prestasi” yang buruk dari seorang debitur dalam
menjalankan isi perjanjian. Wanprestasi- merupakan suatu kondisi di mana
debitur tidak memenuhi kewajibannya, melakukan pelanggaran terhadap

janji, atau lalai dalam melaksanakan perjanjian. * Bentuk Wanprestasi

? Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun
2024 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen. Bab Il Kondisi Perlindungan
Konsumen.

% Rafly Rilandi Puasa,dkk, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan
Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro,”
Jurnal Jurusan llmu Pemerintahan 1, no.1 (2018), 3.

% Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, “Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan
dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata,” Lex Privatum 10, no.3 (Juni 2022).
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adalah debitur sama sekali tidak melakukan prestasi atau keliru melakukan
prestasi atau terlambat melakukan prestasi.”’
f. Kredit
Istilah Kredit berasal dari bahasa Latin credere yang berarti
percaya. Makna dari kepercayaan ini adalah bahwa pihak yang
memberikan kredit meyakini bahwa penerima kredit akan mengembalikan
pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.?® Kredit
sendiri merupakan pemberian sejumlah uang atau tagihan yang setara,
yang didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan pihak
lain, di mana pihak peminjam berkewajiban untuk membayar kembali
pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai dengan
pembayaran bunga.”®
F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahsan berisi tentang diskripsi alur pembahasan yang
memuat uraian mengenai alur penyusunan skripsi, yang dimulai dari bab
pendahuluan hingga bab penutup.*® Agar mencapai tujuan atau sasaran yang
akan dilakukan Peneliti sebagaimana yang telah dikemukakan di atas,

sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut:

" Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga
(Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), 32.

28 Karmila, Kredit Bank (Yogyakarta: KTSP, 2010), 2.

% Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesa Nomor 10 tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 Ayat
(12).

* Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember, 93.
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Bab | berisi bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang,
fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah
serta sistematika pembahasan. Tujuannya adalah untuk memberikan
gambaran awal kepada pembaca mengenai konteks dan arah penelitian yang
dilakukan.

Bab Il memuat tentang kajian pustaka yang mencakup penelitian
terdahulu dan kajian teori, yang dapat digunakan oleh Peneliti untuk
menganalisis objek dari penelitian. Penelitian terdahulu yang berkaitan
dengan putusan Mahkamah Agung terkait kewenangan BPSK dalam
menangani wanprestasi pembiayaan kredit.

Bab 1l menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk
memperoleh hasil penelitian secara maksimal, mencakup jenis penelitian,
sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan
hukum, serta tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam penelitian ini. Hal ini
bertujuan untuk menunjukkan kesesuaian antara metode yang diterapkan
dengan penelitian yang dilakukan.

Bab IV berisi pembahasan yang menjelaskan tentang hasil dari
analisis dan pembahsan terhadap fokus penelitian ini yaitu analisis implikasi
hukum putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam menangani kasus
wanprestasi pembiayaan kredit dan hasil temuan dari fokus penelitian.

Bab V memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil
penelitian yang sudah dilakukan sehingga dapat menyempurnakan penelitian

selanjutnya.



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu, Peneliti menyajikan berbagai hasil
penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan
dilakukan.** Tujuan dari pemaparan penelitian terdahulu adalah untuk
memperoleh bahan perbandingan serta menjadi acuan agar penelitian ini tidak
sama persis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Tujuan utama dari
mempelajari penelitian terdahulu adalah untuk mendapatkan perbandingan
yang bisa menjadi panduan agar penelitian ini memiliki fokus yang unik dan
tidak meniru penelitian sebelumnya. Dengan memahami hasil penelitian
sebelumnya, kita dapat melihat apa saja yang sudah dibahas dan area mana
yang masih kurang terjelaskan. Dengan begitu, penelitian ini bisa
menawarkan kontribusi baru, terutama dalam memahami lebih dalam tentang
implikasi- hukum putusan- Mahkamah Agung terhadap batas kewenangan
BPSK dalam kasus wanprestasi pembiayaan kredit. Dalam tinjauan pustaka,

peneliti mencantumkan temuan dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1) Hasil Penelitian Muhammad Firmansyah (2022)

Penelitian Muhammad Firmansyah mahasiswa UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta tahun 2022 dengan judul “Kewenangan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Kasus Pembiayaan (Studi Kasus

* Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember (Jember: UIN KHAS Jember, 2023), 36.

15
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Putusan Nomor: 1162 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)” bertujuan untuk
menjelaskan kedudukan dan kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa
kredit/pembiayaan perbankan dan menganalisis pertimbangan hukum
hakim dalam Putusan Nomor: 696/Pdt.Sus BPSK/2016/PN.Mdn. Jo.1162
K/Pdt.SusBPSK/2017. Hasil dari Penelitian ini adalah BPSK (Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen) memiliki peran untuk menangani
sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau produsen. Tugas
BPSK tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa di luar jalur
peradilan, namun juga mencakup pemberian konsultasi, pengawasan
terhadap penggunaan klausula baku, serta menjadi wadah bagi konsumen
untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran terhadap
ketentuan perlindungan konsumen. Selain itu, BPSK juga memiliki
berbagai tugas dan wewenang lain yang berkaitan dengan pemeriksaan
terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan dalam UUPK.
Majelis Hakim Mahkamah Agung berpandagan bahwa BPSK tidak
memiliki kewenangan absolut memeriksa perkara a quo yang berasal dari
perjanjian kredit dan wanprestasi. Oleh karena itu, putusan Pengadilan
Negeri dibatalkan oleh. Majelis Mahkamah Agung karena tidak terikat
pada ketentuan formil untuk mengajukan keberatan.*®

Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya sama-sama
mengkaji kewenangan BPSK dalam konteks sengketa pembiayaan.

Perbedaan yang mencolok antara keduanya. Pertama, penelitian terdahulu

% Muhammad Firmansyah. “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam
Kasus Pembiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1162 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)” (Skripsi,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).
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lebih terfokus pada analisis kedudukan dan kewenangan BPSK dalam satu
kasus spesifik, yaitu Putusan Nomor: 1162 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, dan
menganalisis pertimbangan hukum hakim terkait putusan tersebut.
Sementara itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi hukum
dari putusan Mahkamah Agung secara lebih luas terhadap kewenangan
BPSK dalam mengadili kasus wanprestasi dalam pembiayaan kredit.

2) Hasil Penelitian Karelina Fatimatun 1zza (2022)

Penelitian Karelina Fatimatun 1zza mahasiswi Universitas Islam
Sultan Agung Semarang tahun 2022 yang berjudul “Penyelesaian
Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi
Kasus Bank BPR BKK Kota Semarang” bertujuan untuk mengetahui
bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit
dengan menggunakan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Syariah
Indonesia Thk Bank Syariah Indonesia KC Pati Sudirman. Selain itu,
penelitian ini juga menjelaskan mekanisme penyelesaian wanprestasi dan
langkah-langkah yang diambil  dalam menghadapi debitur yang
wanprestasi.  Adapun ~hasil dari - penelitian ~menunjukkan bahwa
pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan dilakukan
melalui lima tahapan yaitu: permohonan kredit, analisa kredit, putusan
kredit, akad kredit dan pencairan kredit.*

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas

penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit, Perbedaan terletak pada

% Karelina Fatimatun lzza, “Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan
Hak Tanggungan (Studi Kasus Bank BPR BKK Kota Semarang” (Skripsi, Universitas Islam
Sultan Agung Semarang, 2022).
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fokus penelitian, penelitian terdahulu meneliti prosedur penyelesaian
wanprestasi dalam kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT Bank
Syariah Indonesia KC Pati Sudirman, mengkaji tahapan pemberian kredit
dan eksekusi hak tanggungan melalui penjualan atau lelang di KPKNL
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, penelitian ini lebih
berfokus pada implikasi hukum putusan MA terhadap kewenangan BPSK
dalam mengadili sengketa wanprestasi pembiayaan kredit secara umum,
tanpa terfokus pada jenis jaminan tertentu. Metode yang digunakan dalam
penelitian terdahulu adalah yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan
data wawancara dan dokumentasi, sedangkan penelitian yang Peneliti akan
lakukan menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan
teknik pengumpulan studi kepustakaan.
3) Hasil Penelitian Chyntia Adelina Sidabutar (2022)

Penelitian Chyntia Adelina Sidabutar mahasiswi Universitas
Lancang Kuning Pekan Baru tahun 2022 yang berjudul “Penyelesaian
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT Adira
Finance Cabang Pangkalan Kerinci” bertujuan untuk menguraikan
penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT
Adira Finance cabang Pangkalan Kerinci. Tujuan kedua adalah untuk
mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses
penyelesaian wanprestasi tersebut. Selanjutnya, tujuan ketiga adalah untuk
menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-

hambatan yang muncul selama proses penyelesaian wanprestasi.



19

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyelesaian wanprestasi
dilakukan melalui dua pendekatan, yakni secara non-litigasi dan litigasi.
Pendekatan non-litigasi dilakukan dengan mengirimkan surat peringatan
sebanyak tiga kali dan kemudian diupayakan musyawarah untuk
menemukan solusi. Namun, apabila tidak ada tanggapan yang baik dari
debitur, maka dilakukan penyitaan terhadap objek jaminan yang kemudian
dilelang untuk menutupi sisa kewajiban debitur. Jika objek jaminan
tersebut rusak, hilang, musnah, atau telah dialihkan kepemilikannya, maka
penyelesaian dilakukan secara litigasi dengan melaporkan debitur kepada
pihak berwenang atas dasar dugaan penipuan dan penggelapan.®
Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas
penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan konsumen, yakni sama-sama
mengangkat isu wanprestasi dan penyelesaiannya dari aspek hukum.
Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu
penelitian sebelumnya fokus pada mekanisme penyelesaian praktis di PT
Adira Finance cabang Pangkalan Kerinci, baik secara non-litigasi maupun
litigasi, dengan hambatan seperti-objek jaminan hilang atau debitur pindah
alamat. Sementara itu, penelitian ini menyoroti implikasi hukum dari
putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa
wanprestasi pembiayaan. Metode penelitian terdahulu menggunakan
metode secara langsung lapangan dengan bersifat penelitian hukum

sosiologis, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian

% Chyntia Adelina Sidabutar, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan
Konsumen Pada PT Adira Finance Cabang Pangkalan Kerinci” (Skripsi, Universitas Lancang
Kuning Pekan Baru, 2022).
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hukum normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan studi
kepustakaan.
4) Hasil Penelitian Siti Chairunnisa (2023)

Penelitian Siti Chairunnisa mahasiswi Universitas Medan Area
tahun 2023 yang berjudul “Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Yang
Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Bank (Studi
Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn)” bertujuan untuk memahami
ketentuan hukum terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit, mekanisme
pemberian kredit dari kreditur kepada debitur, serta pertimbangan hakim
dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN
Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum wanprestasi
dalam perjanjian kredit tercantum dalam Pasal 1238 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (BW). Proses pemberian kredit dilakukan dengan
memperhatikan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral,
Condition) dan 7P (Personality, Purpose, Payment, Protection, Prospect,
Profitability, dan People). . Dalam - menjatuhkan putusan, hakim
mempertimbangkan eksepsi, alat bukti surat yang diajukan oleh para
pihak, serta isi gugatan. Adapun saran dari penelitian ini adalah perlunya
pengaturan khusus mengenai perjanjian kredit, kejelasan mekanisme
pemberian kredit dalam Undang-Undang Perbankan, dan pentingnya

Majelis Hakim dalam memutus perkara memperhatikan asas keadilan,
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kepastian hukum, serta kemanfaatan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.®

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama berfokus pada
kajian mengenai wanprestasi, di mana keduanya membahas aspek hukum
terkait wanprestasi pada perjanjian kredit atau pembiayaan. Penelitian
terdahulu juga menggunakan metode yuridis normatif, serupa dengan
penelitian ini yang berfokus pada analisis norma hukum, dokumen, dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, penelitian terdahulu
menitikberatkan pada aturan hukum wanprestasi sesuai Pasal 1238 KUH
Perdata serta mekanisme pemberian kredit berdasarkan prinsip 5C dan 7P,
sedangkan penelitian ini mengkaji implikasi hukum Putusan MA terhadap
kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa wanprestasi pembiayaan
kredit, dengan fokus pada hubungan antara putusan pengadilan dan
otoritas BPSK.

5) Hasil Penelitian Nabilah Yulianti (2023)

Penelitian Nabilah ‘Yulianti mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad
Siddig Jember tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Konsumen
Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Dalam Layanan Fintech Shopee
Pinjam” untuk: 1) Mengetahui dan memahami sistem pelaksanaan
perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan fintech Shopee Pinjam
(SPinjam); 2) Mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang muncul

dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam pada layanan tersebut;

% Siti Chairunnisa, “Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur
Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn)”
(Skripsi, Universitas Medan Area, 2023).
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serta 3) Menganalisis perlindungan hukum bagi debitur (konsumen) dalam
perjanjian pinjam-meminjam melalui layanan SPinjam. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan perjanjian dalam SPinjam dilakukan
secara elektronik melalui kontrak digital, sesuai dengan ketentuan dalam
UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2)
Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan SPinjam meliputi
adanya unsur penipuan, besarnya denda atas keterlambatan pembayaran,
serta ketidakterbukaan dalam perjanjian pelunasan yang tidak dijelaskan
sejak awal; dan 3) Perlindungan hukum terhadap debitur dapat diberikan
melalui mekanisme layanan pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 42
hingga Pasal 45 POJK No. 77 Tahun 2016. Penyelesaian sengketa dapat
dilakukan melalui lembaga seperti LAPS OJK, BPKN, LPKSM, maupun
BPSK.¥

Persamaan pada kedua penelitian ini yaitu fokus pada perlindungan
hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian pembiayaan. Keduanya
juga. membahas mekanisme penyelesaian sengketa, dimana penelitian
terdahulu mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam layanan fintech
melalui peraturan seperti Pasal 42-45 POJK No. 77 Tahun 2016 dan peran
lembaga penyelesaian sengketa seperti BPSK, yang juga relevan dengan
penelitian ini tentang kewenangan BPSK dalam menangani sengketa
wanprestasi pembiayaan kredit. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup

dan objek kajian. Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan dan

% Nabilah Yulianti, “Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Dalam
Layanan Fintech Shopee Pinjam™ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember, 2023).
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problematika perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan fintech Shopee
Pinjam, termasuk perjanjian elektronik dan tantangan seperti denda besar
serta pelunasan tidak transparan. Sementara itu, penelitian ini berfokus
pada implikasi hukum Putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam
mengadili sengketa wanprestasi pembiayaan kredit, dengan analisis pada
aspek kewenangan dan dampak putusan tersebut terhadap perlindungan
hukum debitur. Metode yang digunakan penelitian terdahulu adalah
pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan
penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No | Nama, Tahun, Judul Persamaan Perbedaan
Muhammad Sama-sama Penelitian  terdahulu
1 Firmansyah (2022) | mengkaji lebih terfokus pada
“Kewenangan Badan | kewenangan analisis  kedudukan
Penyelesaian BPSK  dalam | dan kewenangan
Sengketa Konsumen | konteks BPSK dalam satu
Dalam Kasus | sengketa kasus spesifik.
Pembiayaan (Studi | pembiayaan Sedangkan penelitian
Kasus Putusan ini fokus pada
Nomor: 1162 implikasi hukum dari
K/Pdt.Sus- putusan MA terhadap
BPSK/2017)” kewenangan = BPSK
dalam mengadili
wanprestasi

pembiayaan kredit.

Karelina Fatimatun | Sama-sama Penelitian  terdahulu
2 | lzza (2022) | membahas meneliti prosedur
“Penyelesaian penyelesain penyelesaian
Wanprestasi wanprestasi wanprestasi dalam
Perjanjian Kredit | dalam perjanjian | kredit dengan jaminan
Dengan Jaminan | kredit hak tanggungan.
Hak  Tanggungan Sedangkan penelitian

(Studi Kasus Bank ini fokus pada
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BPR BKK Kota
Semarang”

implikasi hukum
putusan MA terhadap
kewenangan BPSK.
Metode penelitian
terdahulu yuridis-
sosilogis  sedangkan
penelitian ini

menggunakan metode
hukum normatif.

Chyntia Adelina | Sama-sama Penelitian  terdahulu
Sidabutar (2022) | mengangkat isu | fokus pada
“Penyelesaian wanprestasi dan | mekanisme
Wanprestasi Dalam | penyelesaiannya | penyelesaian prakitis.
Perjanjian dari aspek | Sedangkan, penelitian
Pembiayaan hokum ini menyoroti
Konsumen Pada PT implikasi hukum dari
Adira Finance putusan MA terhadap
Cabang Pangkalan kewenangan  BPSK
Kerinci” dalam mengadili
sengketa wanprestasi
pembiayaan  kredit.
Penelitian  terdahulu
menggunakan metode
penelitian hukum
sosiologis, sedangkan
penelitian ini
menggunakan metode
hukum normatif.
Siti Chairunnisa | Sama-sama Penelitian terdahulu
(2023) “Analisis_| memiliki menitikberatkan pada
Hukum  Mengenai | persamaan aturan hukum
Wanprestasi ~ Yang | dalam fokus | wanprestasi serta
Dilakukan = Debitur | kajian. mengenai | mekanisme pemberian
Terhadap Perjanjian | wanprestasi kredit, sedangkan
Kredit Dengan Bank penelitian ini
(Studi Putusan mengkaji  implikasi
Nomor: hukum Putusan MA
290/Pdt.G/2021/PN terhadap kewenangan

Mdn)”

BPSK.
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Nabilah Yulianti | Sama-sama Penelitian  terdahulu
5 (2023) yang berjudul | membahas menggunakan
“Perlindungan perlindungan pendekatan kualitatif
Konsumen Terhadap | hukum dan | dengan jenis vyuridis
Perjanjian  Pinjam- | penyelesain empiris dan  fokus
Meminjam  Dalam | sengketa  dan | pada perjanjian
Layanan Fintech | membahas elektronik dalam
Shopee Pinjam” wanprestasi fintech Shopee
dalam perjanjian | Pinjam, sedangkan
pembiayaan penelitian ini
menggunakan
pendekatan  yuridis
normatif dan
membahas implikasi
hukum putusan MA
terhadap kewenangan
BPSK dalam sengketa
wanprestasi
pembiayaan kredit.

B. Kajian Teori
1. Teori Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian
a. Definisi Wanprestasi

Wanprestasi merupakan istilah yang digunakan dalam hukum
untuk merujuk pada kondisi saat salah satu pihak ada pada sebuah
perjanjian gagal menjalankan kewajiban yang telah disepakati bersama.
Dalam konteks hukum Indonesia, konsep wanprestasi diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang hak dan
kewajiban para pihak dalam suatu kontrak. Wanprestasi atau yang
sering disebut dengan istilah ingkar janji, merupakan kewajiban debitur

untuk melaksanakan suatu prestasi, selama dalam melaksanakan
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kewajiban tidak disebabkan oleh keadaan.®® Bentuk Wanprestasi adalah
debitur sama sekali tidak melakukan prestasi atau keliru melakukan
prestasi atau terlambat melakukan prestasi.*

Ketentuan tentang wanprestasi termuat dalam Pasal 1238 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa “Debitur
dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, ata
berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini
mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu
yang ditentukan”.”® Dari pasal tersebut, dapat dipahami bahwa
wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam
batas waktu yang telah disepakati. Dalam praktiknya, hal ini berarti
bahwa jika debitur tidak melakukan tindakan yang diharuskan. Lalai
dalam hal ini dapat ditegaskan melalui surat perintah atau dokumen
serupa yang menunjukkan bahwa debitur telah diberi kesempatan untuk
memenuhi kewajiban tersebut.

b. Unsur-Unsur Wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi merupakan komponen penting yang

harus dipahami dalam konteks hukum perjanjian, karena keberadaan

unsur-unsur ini menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap

sebagai wanprestasi. Terdapat tiga unsur wanprestasi yaitu:

% Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari
Hubungan Kontraktual (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 81.

% Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga
(Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), 32.

0 Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta Timur: PT Balai
Pustaka, 2014), 323.
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a) Terdapat perjanjian
b) Terdapat pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian
c) Sudah dinyatakan lalai, tetapi tetap tidak melaksanakan perjanjian.**
Menurut Subekti wanprestasi atau kelalaian seorang debitur
dapat berupa empat macam, diantaranya:
a) Tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi dan akan
dilakukannya;
b) Melakukan apa yang dijanjikannya, namun tidak sebagaimana telah
dijanjikan;
c) Melaksanakan apa yang dijanjikan namun terlambat;
d) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya.*?
c. Dampak hukum dari wanprestasi
Wanprestasi atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi
kewajiban perjanjian memiliki dampak hukum yang serius. Dampak
tersebut meliputi hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi,
meminta - pemenuhan  kewajiban sesuai kesepakatan, atau bahkan
mengajukan pembatalan perjanjian. Selain itu, pihak yang dirugikan
dapat mengambil langkah hukum tambahan, seperti mengajukan
sengketa ke lembaga penyelesaian sengketa atau ke pengadilan. Tidak
hanya itu, wanprestasi juga dapat memengaruhi reputasi pihak yang

gagal memenuhi kewajibannya, terutama dalam konteks bisnis, di mana

* Renata Christha Auli, “Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum,” 16
Agustus 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-pmh-cl2719
*2 'yahman, Karakteristik Wanprestasi, 82.




28

kepercayaan mitra atau pelanggan bisa menurun akibat hal ini. Apabila

salah satu pihak pada perjanjian telah gagal memenuhi kewajibannya

sebagaimana disepakati, maka pihak yang dirugikan memperoleh hak
untuk menuntut pertanggungjawaban. Tindakan ini dapat berupa
permintaan ganti kerugian atas akibat yang ditimbulkan dari kelalaian
tersebut.*

Dampak hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi
antara lain adalah sebagai berikut:*

a) Debitur diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh
kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata).

b) Jika perikatan tersebut bersifat timbal balik, kreditur berhak meminta
pemutusan atau pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266
KUHPerdata).

c) Jika perikatan tersebut melibatkan pemberian sesuatu, risiko atas
barang tersebut beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi
(Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata).

d) Debitur diwajibkan untuk memenuhi perikatan jika masih
memungkinkan, atau melakukan pembatalan disertai dengan
pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdata).

e) Debitur harus membayar biaya perkara jika diperbolehkan di

Pengadilan dan dinyatakan bersalah.

*3 Nanda Amalia, Hukum Perikatan (Aceh: Unimal Press, 2012), 7.
* Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, “Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan
dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata,” Lex Privatum 10, no.3 (Juni 2022).
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Wanprestasi membawa konsekuensi hukum yang cukup berat
bagi debitur, baik dalam bentuk kewajiban untuk membayar ganti rugi,
memenuhi kewajiban yang tersisa, atau bahkan menanggung risiko atas
perjanjian yang dilanggar. Selain itu, debitur juga dapat menghadapi
tuntutan pembatalan perjanjian melalui pengadilan, yang dapat
diperparah dengan adanya biaya perkara jika dinyatakan bersalah.
Semua ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban sesuai dengan
perjanjian adalah hal yang sangat penting untuk menghindari
konsekuensi hukum yang merugikan. Penyelesaian wanprestasi
perjanjian kredit dapat diselesaikan melalui dua cara yakni melalui
litigasi (Pengadilan) atau non litigasi yakni dengan cara arbitrase,
mediasi, konsultasi, negosiasi, konsultasi, dan penilaian ahli.*

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dampak
wanprestasi tidak hanya dinilai dari aspek pelanggaran hak dan
kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap
prinsip  keadilan . (‘adl) dan . amanah dalam - akad. Al-Qur’an
memerintahkan setiap tindakan harus didasari- dengan sikap adil.*®
Ketika pihak yang terikat akad melalaikan kewajibannya, maka terjadi
pelanggaran terhadap nilai etika muamalah, yang dapat mengakibatkan
ketimpangan sosial dan ekonomi, serta hilangnya kepercayaan dalam

hubungan kontraktual.

** I Made Dwi Pranatha, “Penyelesaian Wnprestasi dalam Peejanjian Kredit Bank pada PT.
Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Unit (KCU) Singaraja,” Kertha Semaya 5, no.2
(2017): 4.

* Kholidah, dkk, Hukum Ekonomi Syariah (Yogyakarta: Semesta Aksara), 9.
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2. Konsep Pembiyaan Kredit
a. Pengertian Pembiayaan Kredit

Pembiyaan menurut Danupranata (2013) adalah pemberian
fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang
terolong mengalami kekurangan dana.*’ Pembiayaan bertujuan
mendukung pihak yang membutuhkan dana, baik untuk keperluan
konsumtif maupun produktif, agar dapat menjalankan kegiatan finansial
mereka. Dana pembiayaan ini biasanya disediakan oleh lembaga
keuangan seperti bank atau koperasi, dengan syara-syarat khusus yang
disetujui oleh penerima dan pemberi dana.

Kredit berasal dari kata credere yang artinya percaya atau to
believe/ to trust. Artinya, kredit mencakup unsur kepercayaan dari bank
terhadap nasabah untuk menggunakan kredit tersebut dengan baik.*®
Kepercayaan ini menunjukkan bahwa pemberi kredit yakin jika
penerima kredit akan mengembalikan kredit yang diberikan sesuai
dengan perjanjian.** Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998, kredit
merupakan  penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan
dengan itu, yang diberikan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam

antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi

" Nurhadi, “Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan,” Jurnal Tabarru’: Islamic
Banking and Finance 1, no.2 (November 2018): 17.

% Andrianto, Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum (Jawa Timur:
CV.Penerbit Qiara Media, 2020), 1.

* Karmila, Kredit Bank (Yogyakarta: KTSP, 2010), 2.
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utangnya dalam jangka waktu tertentu beserta bunga yang dikenakan
(Nurhadi, 2017).%°

Pembiayaan kredit adalah suatu proses di mana lembaga
keuangan atau pihak kreditur menyediakan sejumlah dana kepada
debitur dengan syarat pengembalian sesuai dengan ketentuan yang
sudah disepakati pada suatu perjanjian. Dalam pembiayaan ini, debitur
berkomitmen untuk melaksanakan pembayaran dalam bentuk angsuran
atau pelunasan penuh dalam waktu yang sudah ditentukan, sedangkan
kreditur memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai perjanjian.

b. Unsur-Unsur Kredit

1) Waktu, yang mengindiksikan adanya jarak antara saat pemberian

persetujuan kredit dan pelunasannya.

2) Kepercayaan, yang menjadi pondasi utama dalam pemberian kredit,
di mana kreditur yakin bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya
untuk mengembalikan dana dalam waktu yang telah ditentukan.

3) Penyerahan, yang berarti penyerahan sejumlah nilai ekonomi dari
Kreditur kepada debitur, yang wajib dikembalikan sesuai tenggat
waktu yang telah disepakati.

4) Risiko, yang kemungkinan timbulnya kerugian selama masa antara

pencairan kredit hingga waktu pelunasannya.

%0 Karmila, Kredit Bank
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5) Persetujuan atau Perjanjian, yang mengacu pada adanya
kesepakatan antara kreditur dan debitur yang dibuktikan dengan
suatu dokumen perjanjian.™

. Resiko dalam Pembiayaan Kredit

Resiko kredit, merupakan Risiko kerugian timbul karena
ketidakmampuan dan/atau keengganan peminjam (rekanan) untuk
memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dana yang dipinjam
secara penuh pada atau setelah tanggal jatuh tempo (Sukma et al.,

2019).%? Risiko kredit di defenisikan bahwa terjadi kegagalan bayar

debitur dalam memenuhi kewajiban kepada bank (Eprianti, 2019).

. Penyelesaian Kredit Bermasalah

1) Melalui Jalur Non-Litigasi, penyelesaian dilakukan dengan cara
perundingan, negosiasi, atau mediasi antara kreditur dan debitur,
dengan memberikan keringanan terhadap ketentuan-ketentuan
dalam perjanjian kredit. Pada tahap ini belum melibatkan lembaga
hukum karena debitur masih bersikap kooperatif dan usahanya
masih dinilai layak untuk dipertahankan.

2) Melalui Jalur Litigasi atau Mengajukan Gugatan ke Pengadilan,
kreditur dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri sesuai
dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Sebelumnya, kreditur
atau pihak bank akan memberikan somasi atau peringatan kepada

debitur agar memenuhi kewajibannya. Akan tetapi secara hukum,

>! Andrianto, Manajemen Kredit, 2.
52 Sri Sarjana,dkk, Manajemen Risiko (Bandung: CV.Media Sains Indonesia, 2020), 61.
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somasi tidak memiliki kekuatan memaksa. Jika debitur tetap tidak
menanggapi somasi tersebut, maka kreditur berhak mengajukan

gugatan ke pengadilan.®®

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

a. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah
lembaga yang dibentuk untuk membantu menyelesaikan sengketa
antara konsumen dan pelaku usaha, dengan tujuan melindungi hak-hak
konsumen. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (11)
disebutkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menangani dan
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.>* Proses
penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK dianggap lebih
cepat dibandingkan dengan proses di Pengadilan Negeri. Berdasarkan
Pasal 54 ayat (3) UUPK, putusan yang dihasilkan oleh BPSK bersifat
final dan mengikat, yang berarti tidak tersedia upaya hukum lebih lanjut
atas putusan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, putusan BPSK
tidak sepenuhnya final and binding karena masih dimungkinkan adanya

pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri.>

% Sudarto, Budi Santoso, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonsia,”

Notarius 12, no.2 (2019): 601-602.

* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, Pasal 1 ayat (11).

%% Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021),
14,
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b. Tugas dan Fungsi Badan Penyelesaian sengketa Konsumen

BPSK bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar
pengadilan yang berada di daerah tingkat 11 (daerah kabupaten/kota).>®
Dengan fungsi tersebut, BPSK berperan penting dalam menciptakan
solusi yang cepat dan efektif bagi konsumen tanpa harus melalui proses
litigasi yang rumit. Melalui proses yang tidak formal dan lebih cepat
dibandingkan dengan pengadilan, BPSK memberikan akses bagi
konsumen untuk mendapatkan keadilan dengan lebih mudah. Dengan
demikian, keberadaan BPSK tidak hanya membantu konsumen dalam
mengatasi masalah yang mereka hadapi, tetapi juga berkontribusi pada
terciptanya iklim usaha yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Tugas dan Wewenang BPSK terdapat di dalam Peraturan
Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pasal 9 ayat (2) yang
diantaranya:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,
dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

b. memberikan konsultasi Perlindungan Konsumen;

c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen;

% Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi
Syariah (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 202.
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. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari
Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap Perlindungan
Konsumen;

. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa Perlindungan
Konsumen;

. memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran
terhadap Perlindungan Konsumen;

. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang
yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi,

saksi ahli, dan/atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g

dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;

j. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat

bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di
pihak Konsumen;

. memberitahukan putusan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha yang

melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen; dan



36

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang
melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.>

BPSK memiliki kewajiban untuk mengeluarkan putusan paling
lambat 21 hari kerja setelah menerima gugatan. Selanjutnya, dalam
waktu 7 hari kerja setelah putusan tersebut, pelaku usaha diwajibkan
untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil. Apabila salah satu
pihak tidak menyetujui putusan, mereka memiliki hak untuk

mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14

hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan putusan tersebut.

Jika pelaku usaha tidak mengajukan keberatan dalam kurun waktu

tersebut, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

dianggap telah diterima olehnya.>®

Sebelum menyelesaikan sengketa melalui kasasi , terdapat
proses yang harus dilalui setelah pengajuan keberatan di pengadilan
negeri. Sebagaimana diatur dalam WUndang-Undang  Perlindungan

Konsumen pada Pasal 58 yang mana Pengadilan Negeri berkewajiban

memberikan putusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (2), yang harus diselesaikan paling lambat dalam
waktu 21 hari sejak keberatan diterima. Apabila salah satu pihak tidak

puas terhadap putusan tersebut, masih tersedia jalur hukum berupa

> Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan Mentri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 9 ayat
).

58

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Pasal 56 ayat (1) (2) (3).
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kasasi yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung RI, dengan batas
waktu pengajuan paling lambat 14 hari sejak putusan Pengadilan Negeri
dijatuhkan. Selanjutnya, Mahkamah Agung wajib memberikan putusan
atas permohonan kasasi tersebut dalam jangka waktu maksimal 30 hari
sejak permohonan diterima, demi menjaga kepastian dan keadilan
hukum bagi para pihak yang bersengketa.*

Sifat final dan mengikat dari putusan BPSK bersifat tidak
absolut. Meskipun Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) UUPK
menyatakan bahwa putusan bersifat final dan mengikat, undang-undang
tersebut tetap memberikan ruang bagi pihak yang tidak setuju untuk
mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya, jika masih
tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, pihak tersebut dapat
melanjutkan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal ini, penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi
(di luar pengadilan) memiliki tahapan yang sama dengan penyelesaian
sengketa. melalui jalur litigasi, yaitu dengan tiga tahapan. Perbedaan
utamanya terletak pada tidak adanya mekanisme banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri atas keberatan terhadap putusan BPSK, sehingga upaya
hukum selanjutnya langsung dilakukan melalui kasasi ke Mahkamah

Agung.®®

* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Pasal 58 ayat (1) (2) (3).

% Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2014), 273.
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4. Peran Mahkamah Agung dalam Pengawasan dan Penafsiran Hukum
Mahkamah Agung (MA) memegang peranan krusial dalam sistem
peradilan Indonesia, khususnya dalam hal pengawasan serta penafsiran
hukum. Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, MA berfungsi
sebagai pengadilan kasasi yang bertanggung jawab menjaga konsistensi
penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Tugas
ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh hukum dan peraturan
perundang-undangan diterapkan secara adil, tepat, dan benar di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”* Mahkamah Agung diatur
dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1985 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2004 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2009 tentang Mahkamah Agung.®® Salah satu fungsi utama MA adalah
memberikan putusan yang bersifat final dalam sengketa hukum, yang
berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan di bawahnya dalam
menegakkan hukum. Kemungkinan putusan Mahkamah Agung adalah
sebagai berikut:
1) Menguatkan putusan pengadilan tinggi dan tau pengadilan tingkat
pertama;
2) Membatalkan putusan pengadilan tinggi dan tau pengadilan tingkat

pertama;

Sl“Tugas Pokok dan Fungsi” diakses pada 20 Oktober 2024,
https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi.

62 Adi Sulistiyono dan Isharyano, Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik
Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2018), 3.
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3) Mengubah putusan pengadilan tinggi dan tau pengadilan tingkat
pertama.®®

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung
merupakan lembaga peradilan tertinggi dari seluruh lingkungan peradilan
yang ada, dan dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Agung
bersifat independen serta bebas dari campur tangan pemerintah maupun
pihak lain.* Putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap selama tidak menempuh upaya hukum
luar biasa.®® Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung merupakan
otoritas hukum tertinggi dalam menyelesaikan sengketa secara final. Oleh
karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib
dihormati dan dilaksanakan oleh pihak yang berperkara. Mahkamah
Agung mempunyai fungsi pegawasan tertinggi terhadap:
1) Jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan
2) Pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan

pejabat pengadilan

3) Meminta keterangan tentang teknis pengadilan
4) Memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa

mengurangi kebebasan hakim.®®

® Hasan Basri dan Rina Suriyanti, Hukum Acara Perdata (Jember: Al-Bidayah, 2023), 13.

® UU RI Nomor 14 Tahun 1985, Pasal 2.

%% Hasan Basri dan Rina Suriyanti, 13.

% Kukuh Sudarmanto, Sistem Peradilan di Indonesia Antara Sanubari dan Reulasi (Suatu
Kajian Historis, Sosiologis, & Filisofis) (Jakarta Selatan; Damera Press, 2023), 20.
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Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengujian materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di
bawah tingkat undang-undang. Dalam hal ini, MA dapat menyatakan suatu
peraturan tidak sah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Setelah dinyatakan tidak sah, peraturan
tersebut harus segera dicabut oleh instansi yang menerbitkannya.®’

Selain itu, Mahkamah Agung juga berfungsi sebagai penafsir
hukum. Dalam melaksanakan tugas ini, MA memberikan penjelasan dan
interpretasi terhadap undang-undang yang kadang-kadang memiliki
kekaburan atau multitafsir. Dengan mengeluarkan putusan yang
menjelaskan penerapan suatu ketentuan hukum, MA membantu
menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik di masa
mendatang. Penafsiran hukum yang dilakukan oleh MA menjadi rujukan
penting bagi pengadilan lainnya serta pelaku hukum dalam menjalankan

tugas dan tanggung jawab mereka.

67 Sophar Maru Hutagulang, Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif
Pnyelesaian Sengketa (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 35.



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini  menggunakan penelitian hukum normatif.
Penelitian hukum normatif (normatif law research), merupakan penelitian
hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah
yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap orang.®®
Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuiji, penelitian hukum normatif atau
disebut juga penelitian kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.®® Jenis dalam
penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini
berfokus pada kajian hukum positif yang berlaku dan menggunakan bahan-
bahan kepustakaan serta analisis putusan hukum dalam menginterpretasikan
peraturan yang berkaitan dengan kewenangan BPSK dan penulis tidak
melakukan penelitian lapangan.

Pendekatan pada penelitian ini meliputi pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan
konsep (conceptual approach).” Pendekatan perundang-undangan digunakan
untuk menganalisis peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang

Perlindungan Konsumen yang mengatur kewenangan BPSK. Pendekatan

%8 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press,
2020), 29.

% Kristiawanto, Memahami Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Prenada, 2022), 24.

® Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris
(Jakarta: Kecana, 2018), 131.
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kasus berfokus pada studi studi putusan Mahkamah Agung yang memberikan
gambaran tentang bagaimana kewenangan BPSK diterapkan dalam kasus
serupa. Pendekatan konsep membantu memahami konsep dasar hukum
mengenai kewenangan BPSK dalam konteks wanprestasi, sehingga
memungkinkan penelitian ini menyusun analisis yang lebih mendalam terkait
implikasi putusan terhadap kewenangan BPSK.

Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini

menggunakan:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat dan menjadi
dasar utama dalam penelitian hukum.”™ Sumber ini terdiri dari peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya
yang memiliki kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian
yang akan diteliti. Bahan ini mencakup:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang ~Nomor 8 Tahun 1999 tentang - Perlindungan
Konsumen.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020

5) Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor
350/MPP/Kep/12/2001

6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006

"t Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 60.
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7)Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012
8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024
9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer’®, yang mencakup buku, jurnal ilmiah,
penelitian terdahulu, dan artikel akademik yang membahas teori
kewenangan BPSK, konsep wanprestasi, dan analisis putusan. Selain itu,
juga pendapat ahli atau pakar hukum yang memberikan pandangan
tambahan tentang penyelesaian konsumen dan penyelesaian sengketa.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, bahan hukum
mencakup sumber-sumber yang membantu memahami istilah dan konsep
hukum, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan
ensiklopedia hukum.”

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini-menggunakan
studi kepustakaan (bibliography study), yang mengkaji informasi tertulis
mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan
secara luas, dan diperlukan dalam penelitian hukum normatif.’* Metode bahan
hukum ini mencakup pencarian dan pengumpulan bahan hukum primer,
sekunder, tersier melalui sumber-sumber seperti peraturan perndang-

undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan kamus

72 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 61.
> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 62.
™ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 65.
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hukum. Bahan-bahan ini dikumpulkan dari perputakaan, database hukum
online serta publikasi akademik lainnya. Teknik ini bertujuan untuk
mendapatkan landasan teoritis dan data hukum yang relevan sebagai dasar
analisis terkait kewenangan BPSK dan implikasi hukum putusan Mahkamah

Agung.

. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis terhadap bahan hukum dilakukan
menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yakni dengan cara
melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah
diolah.” Pada bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan
Mahkamah Agung, dianalisis untuk memahami aturan yang berlaku dan
penafsirannya dalam konteks kewenangan BPSK. Bahan hukum sekunder,
seperti buku dan jurnal ilmiah, digunakan untuk memperkaya perspektif
teoritis dan memperjelas konsep-konsep hukum terkait. Sedangkan bahan
hukum tersier membantu mendefinisikan istilah-istilah hukum yang relevan.
Analisis ini. bertujuan untuk memahami implikasi putusan MA terhadap
kewenangan BPSK dalam mengadili kasus wanprestasi pembiayaan kredit,
sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai dampaknya pada praktik hukum

dan perlindungan konsumen.

> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 68.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Kewenangan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Mengadili Wanprestasi
Pembiayaan Kredit
1. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai putusan terkait
kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam
menangani sengketa yang timbul dari pembiyaan. Dalam rentang waktu
2006 hingga 2012, Mahkamah Agung memiliki dua pandangan hukum
yang berbeda mengenai sengketa ini. Pandangan pertama menganggap
bahwa sengketa dalam perjanjian pembiayaan merupakan bagian dari
perlindungan konsumen, sehingga BPSK berwenang untuk mengadilinya.
Pandangan ini didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen
(UU Nomor 8 Tahun 1999), yang menjamin hak konsumen dalam
mendapatkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pandangan kedua
menegaskan bahwa sengketa muncul dalam perjanjian pembiayaan bukan
sengketa perlindungan konsumen, melainkan kasus wanprestasi yang harus
diselesaikan melalui jalur peradilan perdata.”

Pandangan pertama tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah

Agung, seperti Putusan Nomor 063 K/Pdt.Sus/2007, Putusan Nomor 335

’® Direktori Putusan mahkamah Agung Republik Indonsia, diakses 20 Februari 2025,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8453f4f2e2090c1313631313130
.html.
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K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Nomor 589 K/Pdt.Sus/2012. Selain itu,
Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012 juga merupakan salah satu putusan
yang mendukung kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa
pembiayaan kredit. Akan tetapi putusan-putusan tersebut tidak dapat
diakses langsung dalam basis data resmi Mahkamah Agung, sehingga
analisis pada Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012 akan didasarkan pada
pola putusan Mahkamah Agung sebelum 2013 yang masih mengakui
kewenangan BPSK dalam menangani wanprestasi pembiayaan kredit. Di
sisi lain, pandangan kedua yang menolak kewenangan BPSK mulai
muncul dalam beberapa putusan seperti Putusan Nomor 447
K/Pdt.Sus/2011, dan Putusan Nomor 566 K/Pdt.Sus/2012 yang
menegaskan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili sengketa perjanjian
pembiayaan kredit.

Sejak tahun 2013, Mahkamah Agung mulai meningggalkan
pandangan pertama dan secara konsisten menerapkan pandangan kedua,
yaitu menolak kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa wanprestasi
pembiayaan kredit.”” Hal ini semakin diperkuat dalam putusan-putusan
terbaru yaitu pada Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 dan Putusan
Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024, dimana Mahkamah Agung secara
tegas menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menangani kasus
wanprestasi pembiayaan kredit. Perkembangan ini menunjukkan adanya

perubahan signifikan dalam penafsiran hukum. Untuk memahami lebih

" Direktori Putusan mahkamah Agung Republik Indonsia, diakses 20 Februari 2025,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8453f4f262090¢1313631313130
.html.
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dalam bagaimana Mahkamah Agung membangun pertimbangannya dalam
memutus kewenangan BPSK, perlu dilakukan analisis terhadap aspek
yuridis dan non yuridis dalam ketiga putusan utama yang menjadi objek
penelitian.
2. Analisis Pertimbangan Hakim
1) Pendapat Mahkamah Agung Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012
Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012 merupakan salah satu
putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa BPSK
berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul dalam perjanjian
pembiayaan konsumen. Namun, putusan ini tidak dapat diakses secara
langsung dalam basis data Mahkamah Agung, sehingga pada
pertimbangan hakim tidak tersedia untuk dianalisis lebih lanjut.
Meskipun demikian, dari ringkasan yang tersedia, Putusan
Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012 menunjukkan bahwa pada periode
sebelum 2013, Mahkamah Agung masih mengakui kewenangan
BPSK dalam menangani sengketa wanprestasi. dalam perjanjian
pembiayaan konsumen.” Hal ini menegaskan bahwa pada waktu
tersebut, Mahkamah Agung masih berpandangan bahwa sengketa
antara konsumen dan perusahaan pembiayaan dapat dikategorikan
sebagai sengketa perlindungan konsumen, sehingga penyelesaiannya

dapat dilakukan di BPSK.

’® Direktori Putusan mahkamah Agung Republik Indonsia, diakses 20 Februari 2025,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8453f4f2e2090c1313631313130
.html.
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Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012 menjadi salah satu bukti
bahwa sebelum tahun 2013, Mahkamah Agung pernah menyatakan
bahwa BPSK memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa
wanprestasi dalam pembiayaan kredit. Putusan ini sejalan dengan
beberapa putusan Mahkamah Agung lainnya, seperti seperti Putusan
Nomor 063 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 26 November 2007 (PT. Adira
Dinamika Multifinance vs Agustri Admodjo), Putusan Nomor 267
K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Juli 2012 (Novan Ferdiano vs PT U
Finance Indonesia), Putusan Nomor 335 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 6
September 2012 (PT Mandiri Tunas Finance vs S), serta Putusan
Nomor 589 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 22 November 2012 (PT Sinarmas
Multifinance vs ESS).

Namun, setelah tahun 2013, Mahkamah Agung mulai
mengubah pandangannya dan meninggalkan pandangan ini,
sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 27 K/Pdt.Sus/2013
tanggal 23 Maret 2013, yang menyatakan:

Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada
perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia,
yang mengatur hubungan hukum perdata dan bukan sengketa
konsumen, sesuai dengan ketentuan dalam UUPK. Oleh karena itu,
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Padang tidak memiliki

kewenangan untuk menangani perkara ini.
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Sikap hukum tersebut tetap dipertahankan secara konsisten dalam
berbagai putusan Mahkamah Agung terkait permasalahan serupa
hingga tahun 2018.”
2) Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024
a) Kronologi Perkara

Perkara ini bermula dari sengketa antara Rosmayani
Samosir (Konsumen) melawan PT Capella Multidana (Pelaku
Usaha) terkait penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan
fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Konsumen merasa
dirugikan oleh tindakan Pelaku Usaha dalam eksekusi jaminan
fidusia dan mengajukan pengaduan ke BPSK Kota Medan.
Berdasarkan pengaduan tersebut, BPSK Kota Medan mengeluarkan
Putusan Nomor 746/Arbitrase/BPSK-Mdn/2015 tanggal 17
Desember 2015, yang menyatakan bahwa penarikan kendaraan
oleh Pelaku Usaha tidak sah. Dalam putusan tersebut, BPSK
mewajibkan Pelaku Usaha mengembalikan Kkendaraan kepada
Konsumen serta mengizinkan Konsumen melanjutkan cicilan kredit
hingga lunas.

Pelaku Usaha tidak menerima putusan tersebut dan
mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan. Dalam proses
peradilan, Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Noor

04/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn menguatkan putusan BPSK.

® Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonsia, diakses 20 Januari 2025,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8453f4f2e2090c1313631313130
.html.
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Pengadilan menilai bahwa BPSK telah bertindak sesuai dengan
kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa konsumen,
sehingga menolak keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha.
Tidak puas dengan putusan tersebut, Pelaku Usaha mengajukan
kasasi ke MA, dengan alasan bahwa sengketa ini bukan sengketa
perlindungan konsumen, melainkan wanprestasi dalam perjanjian
pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-
BPSK/2024 akhirnya mengabulkan permohonan kasasi Pelaku
Usaha. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai bahwa
BPSK tidak memiliki kewenangan dalam perkara ini, karena
sengketa ini tidak termasuk dalam kategori sengketa konsumen,
melainkan perkara wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan yang
tunduk pada UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Oleh karena itu, MA membatalkan putusan BPSK Kota Medan dan
Putusan Pengadilan Negeri Medan, serta menyatakan bahwa
Konsumen harus menanggung biaya perkara pada semua tingkat

peradilan.®

b) Pertimbangan Yuridis

a. Kesalahan Penerapan Hukum oleh Pengadilan Negeri Medan
Mahkamah Agung menilai bahwa Judex Facti

(Pengadilan Negeri Medan) salah dalam menerapkan hukum,

80

BPSK/2024.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-
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karena tetap menguatkan putusan BPSK meskipun objek
sengketa tidak termasuk dalam ranah hukum perlindungan
konsumen. Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan
Keberatan terhadap Putusan BPSK, yang menyatakan bahwa
Pengadilan Negeri hanya boleh menilai aspek kewenangan
BPSK, bukan substansi sengketa. Putusan BPSK dan Pengadilan
Negeri Medan bertentangan dengan ketentuan hukum yang

berlaku, sehingga harus dibatalkan.®*

. Sengketa Ini Tunduk pada UU Jaminan Fidusia, Bukan UU

Perlindungan Konsumen

Mahkamah Agung menyatakan bahwa sengketa ini
terkait eksekusi jaminan fidusia, yang diatur dalam UU Nomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam perkara ini, hak
eksekusi fidusia telah diatur dalam undang-undang khusus,
sehingga tidak bisa diintervensi oleh  BPSK. Karena berkaitan
dengan mekanisme eksekusi jaminan, perkara ini termasuk

dalam hukum perdata murni.®

c. BPSK Tidak Memiliki Kewenangan Mengadili Sengketa Ini

BPSK hanya berwenang menangani sengketa konsumen,

yaitu sengketa yang timbul akibat pelanggaran hak konsumen

8 pytusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-

BPSK/2024.

8 pytusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-

BPSK/2024.
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oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
350/MPP/Kep/2001, sengketa dalam kasus ini tidak termasuk
dalam kategori sengketa konsumen, karena tidak ada indikasi
pelanggaran hak konsumen, melainkan wanprestasi dalam

perjanjian pembiayaan.®®

. Putusan BPSK Bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang

Berlaku

Mahkamah Agung menyatakan bahwa BPSK tidak
memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini
karena bukan termasuk sengketa konsumen. Dalam perkara ini,
putusan BPSK bertentangan dengan ketentuan eksekusi jaminan
fidusia, karena memerintahkan pengembalian kendaraan kepada

Konsumen tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku.®

.. Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT
CAPELLA MULTIDANA tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

04/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn., tanggal 22 Maret 2016;

8 pytusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-

BPSK/2024.

8 Pputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-

BPSK/2024.
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MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang memeriksa
dan mengadili perkara a quo;

2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk
membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima

ratus ribu rupiah);®

c) Pertimbangan Non Yuridis

a. Aspek Filosofis

Mahkamah Agung dalam putusan ini menegaskan bahwa
asas kepastian hukum harus dijunjung tinggi dalam perjanjian
pembiayaan dengan jaminan fidusia. Kepastian hukum sangat
penting agar pihak-pihak dalam perjanjian dapat memahami hak
dan kewajibannya dengan jelas. Secara filosofi, membedakan
antara kepastian hukum dan keadilan memang tidak mudah,
seperti yang disampaikan oleh Rochmat Sumitro. la menyatakan
bahwa kepastian hukum sejatinya merupakan bentuk keadilan,
karena kepastian hukum yang tercermin dalam undang-undang
telah mencakup nilai-nilai keadilan itu sendiri.?® Jika BPSK
diberikan kewenangan dalam sengketa seperti ini, maka akan

terjadi  ketidakpastian  dalam  pelaksanaan  perjanjian

& putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-

BPSK/2024.

# Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021),

218.
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pembiayaan, karena keputusan BPSK dapat bertentangan
dengan aturan hukum perdata yang mengatur eksekusi jaminan
fidusia.

Selain itu, putusan ini juga mencerminkan asas Pacta
Sunt Servanda, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara
sah Dberlaku sebagi undang-undang bagi mereka yang
membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).®” Oleh karena
itu, ketika konsumen telah menyetujui perjanjian pembiayaan
dengan klausul fidusia, maka segala hak dan kewajiban dalam
perjanjian tersebut harus dihormati dan tidak boleh diabaikan
dengan alasan perlindungan konsumen.

b. Aspek Sosiologis

Dari sisi sosial, Mahkamah Agung mempertimbangkan
bahwa putusan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak
antara Konsumen dan Pelaku Usaha dalam perjanjian
pembiayaan. Jika BPSK diberikan kewenangan dalam perkara
ini, maka akan terjadi tumpang tindih antara mekanisme
penyelesaian sengketa perdata dan perlindungan konsumen,
yang dapat merugikan sektor pembiayaan dan mengganggu
sistem kredit yang sudah berjalan.

Putusan ini juga memperhitungkan bahwa perusahaan

pembiayaan memiliki peran penting dalam perekonomian,

87 Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta Timur: PT Balai
Pustaka, 2014), 342.
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terutama dalam memberikan akses kredit kepada masyarakat.
Jika pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dibatalkan oleh
BPSK, maka dapat menurunkan kepercayaan pelaku usaha
terhadap sistem pembiayaan, sehingga berisiko menghambat
penyaluran kredit kepada masyarakat.

Namun, dari perspektif sosial, putusan ini juga dapat
berdampak negatif bagi konsumen, terutama bagi mereka yang
merasa bahwa eksekusi jaminan fidusia dilakukan secara
sewenang-wenang oleh perusahaan pembiayaan. Dengan
menutup akses penyelesaian sengketa melalui BPSK, maka
konsumen yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan
hanya memiliki jalur pengadilan sebagai opsi penyelesaian
sengketa, yang cenderung lebih mahal dan memakan waktu
lebih lama. Achmad Ali berpendapat bahwa secara sosiologis,
tingkat kepercayaan warga masyarakat Indonesia terhadap
pranata pengadilan sudah berada dalam taraf bad trust society.®

c. Aspek Ekonomi

Dari perspektif ekonomi, putusan ini mempertimbangkan
bahwa BPSK tidak boleh menghambat eksekusi jaminan fidusia,
karena hal tersebut dapat berdampak pada stabilitas sektor
pembiayaan. Jika BPSK diberikan kewenangan dalam sengketa

seperti ini, maka perusahaan pembiayaan akan menghadapi

8 Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen, 8.
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ketidakpastian dalam mengeksekusi jaminan, yang dapat
mengganggu keberlanjutan bisnis mereka.

Selain itu, jika eksekusi jaminan fidusia terlalu dipersulit,
maka perusahaan pembiayaan akan menghadapi peningkatan
risiko kredit macet, yang pada akhirnya akan mempengaruhi
kebijakan pembiayaan secara keseluruhan. Hal ini bisa
menyebabkan kenaikan suku bunga kredit sebagai langkah
mitigasi risiko, yang pada akhirnya akan membebani konsumen
lain yang ingin mengajukan kredit.

Namun, dari perspektif perlindungan konsumen, putusan
ini dapat membatasi akses konsumen terhadap mekanisme
penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah. Jika
konsumen merasa dirugikan dalam eksekusi jaminan fidusia,
mereka tidak dapat mengajukan sengketa ke BPSK dan harus
menempuh jalur pengadilan yang lebih kompleks. Hal ini bisa
berdampak pada tingginya biaya transaksi dalam penyelesaian
sengketa, yang pada akhirnya bisa semakin =membebani
masyarakat secara ekonomi.

3) Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024
a) Kronologi Perkara
Perkara ini bermula dari sengketa antara PT Mandiri Utama
Finance (Pelaku Usaha) dan Ahmad Mukhibudin Aminoto

(Konsumen) terkait dengan penarikan sepeda motor Honda ADV
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yang menjadi objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan
konsumen. Konsumen merasa dirugikan atas tindakan Pelaku
Usaha yang menarik kendaraan tersebut dan mengajukan
pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Bojonegoro. Dalam pengaduannya, Konsumen berpendapat bahwa
penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha adalah
tindakan yang tidak sah dan melanggar hak konsumen dalam
perjanjian kredit.

Setelah  memeriksa  perkara, BPSK  Bojonegoro
mengeluarkan Putusan Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14
Agustus 2023, yang menyatakan bahwa penarikan kendaraan yang
dilakukan oleh Pelaku Usaha tidak sah. Dalam amar putusannya,
BPSK mengabulkan sebagian permohonan Konsumen dengan
mewajibkan Pelaku Usaha mengembalikan kendaraan yang telah
ditarik serta mengizinkan Konsumen melanjutkan cicilan kredit
hingga lunas.  Tidak menerima putusan. tersebut, Pelaku Usaha
mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan
alasan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menangani
perkara ini, karena sengketa ini bukan merupakan sengketa
perlindungan konsumen, melainkan sengketa wanprestasi dalam
perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Dalam proses peradilan di tingkat pertama, Pengadilan

Negeri Mojokerto melalui  Putusan Nomor  95/Pdt.Sus-
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BPSK/2023/PN Mjk tanggal 31 Oktober 2023 menolak
permohonan keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Putusan
ini dijatuhkan melalui mekanisme verstek, karena Para Termohon
Kasasi (BPSK dan Konsumen) tidak hadir dalam persidangan
meskipun telah dipanggil secara sah. Tidak puas dengan hasil
tersebut, Pelaku Usaha mengajukan kasasi ke MA, dengan alasan
bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto salah menerapkan hukum,
serta tetap berpegang pada pendapat bahwa BPSK tidak berwenang
menangani perkara ini karena bukan termasuk dalam kategori
sengketa konsumen.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-
BPSK/2024 akhirnya mengabulkan permohonan kasasi dari Pelaku
Usaha dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto.
Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa sengketa ini
merupakan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan
jaminan  fidusia, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai
sengketa perlindungan konsumen. Oleh karena itu, Mahkamah
Agung menegaskan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan
dalam perkara ini, sehingga seluruh putusan yang dikeluarkan oleh
BPSK Bojonegoro dan Pengadilan Negeri Mojokerto harus

dibatalkan.®

8 pytusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-

BPSK/2024.
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b) Pertimbangan Yuridis

a. Kesalahan Penerapan Hukum oleh Pengadilan Negeri Mojokerto

Mahkamah Agung menilai bahwa Judex Facti (Pengadilan
Negeri Mojokerto) salah dalam menerapkan hukum atau kurang
mempertimbangkan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd),
karena menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh
Pelaku Usaha melalui mekanisme verstek. Meskipun Para
Termohon Kasasi (BPSK dan Konsumen) tidak hadir dalam
persidangan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengadilan
tetap harus memeriksa dan menilai kewenangan BPSK dalam
perkara ini, bukan hanya memutus berdasarkan absensi pihak

yang bersengketa.*

. Sengketa Ini Tunduk pada UU Jaminan Fidusia, Bukan UU

Perlindungan Konsumen

Mahkamah Agung menegaskan bahwa sengketa dalam perkara
ini. bukanlah sengketa konsumen, tetapi wanprestasi dalam
perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, sehingga harus
tunduk pada UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia.*

. BPSK Tidak Memiliki Kewenangan Mengadili Sengketa Ini

Mahkamah Agung menegaskan bahwa BPSK hanya berwenang

% putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-

BPSK/2024.

%% pytusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-

BPSK/2024.



60

menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran hak
konsumen oleh pelaku usaha, bukan sengketa yang timbul dari
wanprestasi dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, putusan
BPSK yang memerintahkan Pelaku Usaha mengembalikan
kendaraan kepada Konsumen dianggap tidak sah dan
bertentangan dengan peraturan yang berlaku.*?

d. Putusan BPSK Bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang
Berlaku
Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan BPSK yang
mewajibkan Pelaku Usaha mengembalikan kendaraan kepada
Konsumen tidak berwenang mengadilinya, karena bertentangan
dengan mekanisme eksekusi jaminan fidusia yang sudah diatur
dalam undang-undang khusus. Dalam perkara ini, putusan
BPSK bertentangan dengan ketentuan eksekusi jaminan fidusia,
karena memerintahkan pengembalian kendaraan kepada
Konsumen tanpa melalui- mekanisme hukum yang berlaku.”

e. Amar Putusan
MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

MANDIRI UTAMA FINANCE, tersebut;

% putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-
BPSK/2024.

% putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-
BPSK/2024.
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2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor
95/Pdt.SusBPSK/2023/PN Mjk tanggal 31 Oktober 2023
yang menolak Putusan BPSK Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023
tanggal 14 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara a quo;

2. Membatalkan ~ Putusan BPSK  Bojonegoro  Nomor
83/P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023,;

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk
membayar semua biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi
ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);*

c) Pertimbangan Non Yuridis
a. Aspek Filosofis

Mahkamah Agung dalam putusan ini menegaskan
bahwa asas kepastian hukum harus dijunjung tinggi dalam
perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Pada Pasal
1338 ayat (1) KUH Perdata, setiap perjanjian yang dibuat
secara sah mengikat para pihak, yaitu bahwa setiap
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya (Asas Pacta Sun

% putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-

BPSK/2024.
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Servanda).” Oleh karena itu, putusan BPSK yang
mengharuskan Pelaku Usaha mengembalikan kendaraan
kepada Konsumen bertentangan dengan prinsip ini, karena
mengabaikan hak eksekusi yang sudah diatur dalam UU
Jaminan Fidusia.

Secara filosofi, membedakan antara kepastian
hukum dan keadilan memang tidak mudah, seperti yang
disampaikan oleh Rochmat Sumitro. la menyatakan bahwa
kepastian hukum sejatinya merupakan bentuk keadilan,
karena kepastian hukum yang tercermin dalam undang-
undang telah mencakup nilai-nilai keadilan itu sendiri.”
Putusan ini menegaskan bahwa konsep keadilan harus
berlandaskan pada kepastian kontraktual, di mana
perjanjian pembiayaan yang telah disepakati harus
dihormati oleh kedua belah pihak. Dengan membatasi
kewenangan BPSK, Mahkamah Agung memastikan bahwa
eksekusi ‘jaminan- fidusia tetap berjalan sesuai dengan
prinsip keadilan berdasarkan hukum yang berlaku.

b. Aspek Sosiologis

Secara  sosial, putusan ini  mencerminkan

keberpihakan Mahkamah Agung terhadap kepastian hukum

dalam dunia usaha, khususnya dalam industri pembiayaan

% Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta Timur: PT Balai
Pustaka, 2014), 342.
% Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen, 218.



63

kendaraan. Dengan menegaskan bahwa BPSK tidak
berwenang mengadili sengketa wanprestasi dalam
perjanjian pembiayaan, Mahkamah Agung memastikan
bahwa hak perusahaan pembiayaan dalam mengeksekusi
jaminan fidusia tetap terlindungi, sehingga mereka dapat
menjalankan kegiatan usahanya dengan kepastian hukum.

Namun, dari perspektif perlindungan konsumen,
putusan ini dapat dianggap membatasi akses konsumen
terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih
sederhana dan murah. Dalam banyak kasus, konsumen yang
mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran akan
menghadapi risiko kehilangan aset yang dijadikan jaminan
tanpa memiliki banyak pilihan hukum. Hal ini justru tidak
memberikan jaminan keadilan bagi konsumen dan
membatasi hak konsumen yang dirugikan untuk
mengajukan tuntutan terhadap pihak lain sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.”” Jika BPSK tidak dapat
menangani kasus seperti ini, konsumen hanya memiliki opsi
menggugat melalui pengadilan, yang prosesnya lebih lama
dan mahal.

Selain itu, banyak konsumen yang memiliki

keterbatasan pemahaman hukum dan sering Kali

%" Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen, 216.
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menandatangani perjanjian pembiayaan tanpa mengetahui
secara rinci hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, putusan
ini dapat memperlebar kesenjangan antara pelaku usaha
yang memiliki sumber daya hukum yang kuat dan
konsumen yang kurang memahami aspek hukum dalam

perjanjian fidusia.

. Aspek Ekonomi

Putusan ini juga memiliki dampak ekonomi yang
signifikan, terutama dalam menjaga stabilitas sektor
pembiayaan. Jika BPSK tetap diberikan kewenangan untuk
mengadili kasus seperti ini, maka perusahaan pembiayaan
dapat mengalami  ketidakpastian  hukum  dalam
mengeksekusi jaminan fidusia, yang pada akhirnya dapat
menghambat pertumbuhan kredit dan investasi di sektor
pembiayaan.

Dari perspektif perusahaan pembiayaan, putusan ini
memberikan = perlindungan terhadap kepastian = kontrak,
sehingga mereka dapat menekan risiko gagal bayar (kredit
macet) dan tetap menyalurkan pembiayaan tanpa takut
kehilangan hak eksekusi jaminan. Jika ketidakpastian
hukum meningkat, perusahaan pembiayaan kemungkinan
akan menaikkan suku bunga kredit untuk mengimbangi

risiko yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan
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berdampak pada meningkatnya beban keuangan bagi
konsumen.

Di sisi lain, bagi konsumen, putusan ini dapat
mempersempit ruang perlindungan bagi mereka yang
mengalami  kesulitan keuangan, karena satu-satunya
mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia adalah
melalui jalur pengadilan, yang sering kali membutuhkan
biaya tinggi dan waktu yang lebih lama. Akibatnya,
konsumen yang berada dalam posisi ekonomi lemah dapat
semakin terbebani, karena tidak memiliki banyak pilihan
hukum jika merasa dirugikan dalam eksekusi jaminan
fidusia.

3. Analisis Penulis

Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang beragam dalam
perkara sengketa pembiayaan konsumen karena tidak ada aturan yang
secara khusus dan eksplisit mengatur kewenangan BPSK dalam
menangani sengketa yang bersumber dari perjanjian pembiayaan dengan
jaminan fidusia. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung masih
mengakui kewenangan BPSK, tetapi dalam putusan lainnya, Mahkamah
Agung menolak kewenangan tersebut dan menegaskan bahwa sengketa
seperti ini merupakan ranah wanprestasi dalam hukum perdata. Perbedaan
ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menggunakan pendekatan

yang berbeda-beda dalam menafsirkan hukum, terutama dalam
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menentukan batas kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa
pembiayaan konsumen.

Pada Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung
menyatakan bahwa BPSK berwenang untuk mengadili sengketa yang
timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa
pada saat itu, Mahkamah Agung masih menganggap bahwa sengketa
dalam pembiayaan konsumen memiliki keterkaitan erat dengan
perlindungan konsumen, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan
melalui mekanisme di luar pengadilan, seperti di BPSK. Putusan ini juga
mencerminkan bahwa hubungan antara konsumen dan perusahaan
pembiayaan masih dilihat dalam kerangka perlindungan konsumen, di
mana konsumen dipandang sebagai pihak yang lebih lemah dalam kontrak
pembiayaan.

Namun, dalam Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024,
Mahkamah Agung mengambil pendekatan yang berbeda dengan
menegaskan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan dalam sengketa ini,
karena permasalahan yang terjadi bukan termasuk dalam kategori sengketa
perlindungan konsumen, melainkan murni wanprestasi dalam perjanjian
pembiayaan. Dengan demikian, penyelesaian hukum harus dilakukan
melalui jalur perdata sesuai dengan UU Jaminan Fidusia. Perubahan ini
menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mulai mempersempit kewenangan
BPSK dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan perjanjian

pembiayaan, dengan alasan bahwa BPSK hanya berwenang menangani
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sengketa yang berkaitan dengan hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku
usaha, bukan wanprestasi dalam perjanjian keuangan.

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024,
Mahkamah Agung tidak hanya menyatakan BPSK (atau BSSP
sebagaimana disebut dalam putusan) tidak memiliki kewenangan, tetapi
juga membatalkan putusan BPSK yang sebelumnya telah mengabulkan
gugatan konsumen. Mahkamah Agung dalam putusan ini tidak hanya
membatasi kewenangan BPSK, tetapi juga menegaskan bahwa putusan
yang dikeluarkan oleh BPSK sebelumnya bertentangan dengan prinsip
hukum vyang berlaku, sehingga harus dibatalkan. Dengan adanya
pembatalan ini, Mahkamah Agung memperjelas bahwa putusan BPSK
yang bertentangan dengan aturan hukum perdata tidak dapat dipertahankan
dan harus dibatalkan demi menjaga kepastian hukum.

Menurut penulis, keberagaman dalam putusan ini mencerminkan
bahwa tidak adanya aturan khusus yang secara eksplisit membatasi atau
memperjelas kewenangan BPSK  dalam  perkara pembiayaan dengan
jaminan fidusia telah menyebabkan perbedaan dalam praktik peradilan.
Hakim dalam berbagai tingkat peradilan menggunakan interpretasi yang
berbeda dalam menentukan apakah sengketa ini masuk dalam ranah
perlindungan konsumen atau murni wanprestasi dalam perjanjian
pembiayaan. Dalam beberapa putusan sebelumnya, Mahkamah Agung
masih memberikan ruang bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa

melalui BPSK, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 267
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K/Pdt.Sus/2012. Namun, dalam putusan-putusan terbaru, Mahkamah
Agung lebih condong membatasi kewenangan BPSK agar tidak
mencampuri ranah hukum perdata yang sudah diatur dalam UU Jaminan
Fidusia.

Pergeseran ini juga memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung
semakin menegaskan prinsip kepastian hukum dalam eksekusi jaminan
fidusia, di mana perusahaan pembiayaan harus diberikan kepastian dalam
menjalankan haknya sesuai dengan perjanjian, tanpa ada intervensi dari
lembaga non-yudisial seperti BPSK. Dengan demikian, putusan terbaru
menunjukkan bahwa Mahkamah Agung lebih mengutamakan penerapan
hukum perdata yang ketat dalam menyelesaikan sengketa perjanjian
pembiayaan, dibandingkan dengan pendekatan fleksibel yang lebih
berorientasi pada perlindungan konsumen seperti dalam putusan
sebelumnya.

Dari sisi akademik, keberagaman putusan Mahkamah Agung ini
menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih bersifat dinamis dan terus
berkembang berdasarkan interpretasi hakim. Tidak adanya aturan yang
secara tegas mengatur batas kewenangan BPSK dalam kasus seperti ini
menyebabkan adanya ruang bagi hakim untuk menggunakan pendekatan
yang berbeda dalam menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung dalam sengketa
pembiayaan dengan jaminan fidusia mengalami perubahan seiring waktu,

dari yang awalnya lebih terbuka terhadap kewenangan BPSK, hingga
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akhirnya lebih menegaskan bahwa sengketa ini harus diselesaikan melalui
jalur hukum perdata.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, pembatasan
kewenangan BPSK oleh Mahkamah Agung berpotensi menciderai prinsip
keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maslahah) yang menjadi asas dalam
penyelesaian sengketa. Syariah menekankan keadilan substantif, yang
tidak hanya mengedepankan kekuatan formal lembaga hukum, tetapi juga
melihat keseimbangan hak antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam
sengketa pembiayaan, konsumen sering berada dalam posisi yang lemah.
Oleh karena itu, pembatasan kewenangan BPSK akan menghambat upaya
perlindungan konsumen secara syar’i. Penulis menilai bahwa ke depan
perlu ada penguatan regulasi dan koordinasi kelembagaan agar lembaga
seperti BPSK tetap berfungsi sesuai dengan nilai-nilai syariah yang
menjamin keadilan dan kemudahan akses hukum bagi masyarakat.

Menurut penulis, perbedaan ini mengindikasikan bahwa dalam
penyelesaian sengketa wanprestasi ~dalam pembiayaan konsumen,
Mahkamah Agung berupaya menyeimbangkan antara prinsip perlindungan
konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, tanpa adanya
aturan yang lebih jelas mengenai kewenangan BPSK dalam menangani
sengketa yang terkait dengan pembiayaan, kemungkinan akan terus ada
putusan yang berbeda-beda tergantung pada interpretasi hakim yang

menangani perkara serupa di masa mendatang.
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B. Status Atau Kedudukan Dari Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Yang Kewenangannya Dibatasi Oleh Mahkamah Agung
Dalam Mengadili Wanprestasi Pembiayaan Kredit
1. Kedudukan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga
yang dibentuk untuk membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen
dan pelaku usaha, dengan tujuan melindungi hak-hak konsumen. Pada
UUPK Pasal 1 ayat (11) dijelaskan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan
sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.®® BPSK merupakan lembaga
yang dibentuk berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUPK dengan tugas utama
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar
pengadilan (non litigasi).*

Tugas dan kewenangan BPSK tercantum dalam Pasal 52 UUPK.
BPSK memiliki tugas yang tidak hanya terbatas pada penyelesaian
sengketa di luar pengadilan seperti. yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1),
tetapi juga mencakup kegiatan lain seperti memberikan konsultasi,
mengawasi pencantuman klausula baku, menerima pengaduan konsumen
terkait pelanggaran perlindungan konsumen, serta melaksanakan tugas dan

kewenangan lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap pelaku

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Pasal 1 ayat (11).

% Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 49 ayat (1).
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usaha yang diduga melanggar UUPK.'® Penyelesaian dapat dilakukan
dengan tiga cara yaitu arbitrasi, konsiliasi, dan litigasi.*” Jika dilakukan
melalaui arbitrase, keputusan BPSK bersifat final dan mengikat. Namun
jika dengan mediasi dan konsiliasi, keputusan hanya berlaku jika kedua
belah pihak menyetujuinya.

Dalam pelaksanaannya, BPSK memiliki kewenangan untuk

memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat'®

, sebagaimana
diatur dalam Pasal 54 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen. Namun,
ketentuan ini menjadi tidak efektif ketika dihadapkan dengan Pasal 56 ayat
(2)'® UUPK jo. Kepmenperindagri nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal
41 ayat (3)*** memberikan hak kepada pihak yang tidak menerima putusan
BPSK untuk mengajukan keberatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari
sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.

Kemudian pada PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (3),
putusan BPSK dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri jika dianggap

memenuhi persyaratan'® dan jika diluar ketentuan Pasal 6 ayat (3) Majelis

100 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2014), 251.

1% presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 52 ayat (1).

192 presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 54 ayat (3).

' Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 56 ayat (2).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen, Pasal 41 ayat (3).

105 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian sengket Konsumen. Pasal 6 ayat (3).
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hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.*®
Ini berarti bahwa jika putusan BPSK tetap dijalankan dalam perkara
wanprestasi pembiayaan kredit, pihak yang dirugikan memiliki dasar
hukum yang kuat untuk mengajukan keberatan dan meminta pembatalan di
Pengadilan. Abdul Halim Barakatullah memberikan pendapat bahwa
kacamata sistem peradilan di Indonesia, pada dasarnya putusan Majelis
BPSK bersifat non litigasi, sehingga bila ada pihak yang keberatan atas
putusan BPSK, mereka dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri.*”’

Dalam praktiknya, kedudukan hukum BPSK mengalami dinamika.
Sebelum tahun 2013, Mahkamah Agung cenderung mengakui kewenangan
BPSK untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian
pembiayaan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 063
K/Pdt.Sus/2007, 267 K/Pdt.Sus/2012, dan 589 K/Pdt.Sus/2012, yang
menguatkan putusan BPSK. Namun, pasca 2013, Mahkamah Agung
secara konsisten mulai membatasi kewenangan tersebut, sebagaimana
dalam Putusan Nomor 27 K/Pdt.Sus/2013 dan 306 K/Pdt.Sus/2013, hingga
yang terbaru seperti ‘Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 dan 344
K/Pdt.Sus-BPSK/2024. Dalam putusan-putusan tersebut, MA berpendapat
bahwa sengketa wanprestasi pembiayaan termasuk dalam kategori perdata
murni yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri, bukan BPSK.

Menurut penulis, kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara

norma dan implementasi, di mana secara normatif BPSK tetap diberi

106

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian sengket Konsumen. Pasal 6 ayat (5).

107

Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen, 155.
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kewenangan luas untuk menyelesaikan sengketa konsumen, namun dalam
praktik, kewenangannya dipersempit melalui yurisprudensi Mahkamah
Agung. Hal ini berdampak pada terkuranginya perlindungan hukum
terhadap konsumen, karena putusan BPSK tidak lagi memiliki kekuatan
hukum yang mengikat dan dapat dibatalkan melalui mekanisme keberatan
di pengadilan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kondisi ini
bertentangan dengan prinsip ‘ad! (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan)
yang menuntut adanya perlindungan terhadap pihak lemah dalam transaksi
muamalah. Konsumen sebagai pihak yang lebih lemah secara ekonomi
maupun pengetahuan hukum, seharusnya diberikan kemudahan dalam
memperoleh keadilan melalui forum non-litigasi seperti BPSK.
Pembatasan kewenangan ini justru menimbulkan ketimpangan akses
terhadap keadilan dan melemahkan cita-cita syariah dalam menjamin
keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum yang mampu
menjamin kesinambungan antara norma, praktik, dan nilai-nilai keadilan
syariah dalam perlindungan konsumen.

. Pembatasan Kewenangan BPSK dalam Putusan Mahkamah Agung

Secara juridis normatif, menurut UUPK dan beberapa peraturan
terkait mengenai pembentukan dan prosedur hukum yang berlaku di
BPSK, tidak ada perbedaan jenis perkara yang dapat diajukan ke

persidangan, yang berarti baik gugatan terkait wanprestasi maupun
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perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan di BPSK.'® Akan tetapi,
dalam praktiknya, Mahkamah Agung melalui beberapa putusannya
memutuskan bahwa sengketa konsumen yang timbul akibat perjanjian
bukanlah kewenangan BPSK, melainkan merupakan yurisdiksi Pengadilan
Negeri sebagai bagian dari Peradilan Umum. Untuk memberikan
gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan kedudukan BPSK dalam
menangani sengketa konsumen pasca berbagai putusan Mahkamah Agung,

dapat dilihat dalam tabel perkembangan kedudukan BPSK:

Tabel 4.1
Tabel Kedudukan BPSK Pasca Putusan Mahkamah Agung
No No Putusan Kedudukan BPSK
1 | 267 K/Pdt.Sus/2012 BPSK diakui berwenang

mengadili sengketa wanprestasi
pembiyaan kredit sebagai bagian
dari perlindungan konsumen.

2 | 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 | BPSK tidak berwenang. BPSK
dinyatakan tidak memiliki
kewenangan  karena  sengketa
dianggap masuk pada ranah perdata
murni dan harus diselesaikan di
Pengadilan.

3 | 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 | BPSK tidak berwenang dan
putusan dbatalkan . BPSK dinilai
melampaui  wewenangnya dan
putusannya dibatalkan oleh
Mahkamah Agung karena sengketa
menyangkut jaminan fidusia adalah
kewenangan dari Pengadilan.

Tabel diatas menunjukkan pergeseran kedudukan BPSK dari yang
semula dianggap berwenang (Pra-2013) menjadi tidak berwenang lagi

pasca perubahan tafsir Mahkamah Agung sejak 2013, sebagaimana

1%8 Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen,221.
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ditinjaklanjuti dalam putusan 2024. Putusan Nomor 267 K/Pdt.Sus/2012
yang merupakan salah satu putusan awal yang masih mengakui
kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen.
Dalam putusan ini, MA membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang
menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili sengketa terkait
perjanjian fidusia. Artinya, pada saat itu, Mahkamah Agung masih
menganggap bahwa sengketa wanprestasi dalam pembiayaan kredit dapat
ditangani oleh BPSK sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Namun,
setelah putusan ini, terjadi perubahan arah dalam putusan-putusan
Mahkamah Agung berikutnya. Sejak 2013, Mahkamah Agung mulai
mengubah pendekatan hukumnya dan membatasi kewenangan BPSK
dalam mengadili sengketa yang dianggap sebagai wanprestasi dalam
perjanjian kredit.'*

Adanya pembatasan kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa
wanprestasi pembiayaan kredit oleh Mahkamah Agung, status putusan
BPSK dalam kasus serupa menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang
mengikat jika diajukan keberatan ke Pengadilan. Sebagaimana terlihat
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024, MA
membatalkan putusan BPSK Kota Medan yang sebelumnya mengabulkan
gugatan konsumen terhadap perusahaan pembiayaan terkait penarikan
kendaraan. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa sengketa

tersebut bukan merupakan sengketa perlindungan konsumen, melainkan

199 Direktori Putusan mahkamah Agung Republik Indonsia, diakses 20 Februari 2025,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8453f4f2e2090c1313631313130
.html.
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sengketa yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan dan jaminan
fidusia yang seharusnya diselesaikan di pengadilan.**

Pendekatan serupa juga diterapkan dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024, yang membatalkan putusan
BPSK Bojonegoro. Dalam putusan ini, MA menegaskan bahwa hubungan
hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian pembiayaan dengan
jaminan fidusia bukan merupakan sengketa perlindungan konsumen,
melainkan sengketa perdata murni. Oleh karena itu, MA menegaskan
bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara
tersebut.’** Dengan adanya putusan-putusan tersebut, kedudukan hukum
putusan BPSK dalam perkara wanprestasi pembiayaan kredit menjadi
tidak berkekuatan hukum tetap dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Hal
ini sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU
Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada pihak yang tidak
menerima putusan BPSK untuk mengajukan keberatan ke pengadilan
dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.**?

Perbedaan pendapat antara majelis BPSK dan hakim agung
menimbulkan  kebingungan =~ serta  ketidakpastian hukum terkait
kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen yang timbul

akibat wanprestasi, khususnya dalam hal pembiayaan konsumen. Upaya

10 pytusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-
BPSK/2024.

11 pytusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-
BPSK/2024.

112 presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 56 ayat (2).
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konsumen untuk menyelesaikan sengketa dengan perusahaan pembiayaan

melalui BPSK seringkali menjadi tidak efektif karena kurangnya aturan

yang jelas mengenai batasan kewenangan BPSK. Hal ini menyebabkan
putusan yang dikeluarkan oleh BPSK sering dibatalkan di tingkat
pengadilan, terutama oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PERMA

No. 1 Tahun 2006, Kepmenperindagri nomor 350/MPP/Kep/12/2001 serta

putusan Mahkamah Agung, kedudukan putusan BPSK dalam sengketa

wanprestasi pembiayaan kredit menjadi lemah dan dapat dibatalkan. Jika

BPSK tetap mengadili sengketa di luar kewenangannya, putusan tersebut

tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dibatalkan

melalui mekanisme keberatan di Pengadilan Negeri atau Mahkamah

Agung. Dalam arti pula, putusan BPSK ini tidak memiliki kekuatan

eksekutorial.***

C. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap Kewenangan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Mengadili Wanprestasi
Pembiayaan Kredit

Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa BPSK tidak
berwenang mengadili sengketa wanprestasi dalam pembiayaan kredit
membawa dampak yang luas dalam berbagai aspek hukum dan praktik
penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Dampak ini meliputi aspek

kepastian hukum, kewenangan BPSK, perlindungan konsumen, serta praktik

113 Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen,155.
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penyelesaian sengketa secara umum. Keputusan ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan
konsumen dengan jaminan fidusia bukan merupakan sengketa perlindungan
konsumen, melainkan sengketa perdata murni yang lebih tepat untuk
diselesaikan melalui jalur peradilan umum. Oleh karena itu, dengan adanya
putusan ini, peran dan kewenangan BPSK dalam menangani sengketa di
sektor pembiayaan konsumen mengalami pembatasan yang signifikan.
Implikasi hukum dari putusan MA terhadap kewenangan BPSK dalam
mengadili awnprestasi pembiayaan kredit diantaranya:
1. Implikasi Terhadap Kepastian Hukum
Salah satu tujuan utama dalam sistem hukum adalah menciptakan
kepastian hukum, di mana peraturan dan mekanisme penyelesaian
sengketa harus dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Namun,
sebelum adanya putusan ini, terjadi perbedaan pandangan antara BPSK
dan pengadilan mengenai apakah sengketa wanprestasi dalam pembiayaan
konsumen masuk dalam kewenangan BPSK atau tidak. Dalam beberapa
kasus sebelumnya, BPSK menerima dan mengadili sengketa wanprestasi
dalam pembiayaan kredit, seperti yang terlihat dalam Putusan BPSK
Bojonegoro Nomor 83/P/BPSK.BJN/2023 dan Putusan BPSK Medan
Nomor 746/Arbitrase/BPSK-Mdn/2015. Namun, ketika perusahaan
pembiayaan mengajukan keberatan ke pengadilan, pengadilan kerap kali
membatalkan putusan BPSK, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah

Agung Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 dan Putusan Nomor 344
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K/Pdt.Sus-BPSK/2024. Dengan adanya upaya keberatan, penijauan
kembali dan perlawanan terhadap penetapan eksekusi atas putusan BPSK
oleh Pelaku Usaha, maka kepastian hukum putusan BPSK tidak lagi
efektif dan terganggunya kepastian hukum disebabkan putusan BPSK
tidak lagi memiliki sifat final dan mengikat akibat adanya langkah-langkah
hukum yang diajukan oleh Pelaku Usaha.™*

Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama
bagi konsumen yang mengajukan sengketa ke BPSK dengan harapan
mendapatkan perlindungan hukum yang cepat dan efisien. Dengan adanya
putusan Mahkamah Agung yang memperjelas bahwa sengketa wanprestasi
bukan kewenangan BPSK, maka Kini terdapat kejelasan mengenai batasan
kewenangan BPSK, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian hukum
bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa pembiayaan konsumen.
Namun, meskipun putusan ini  memberikan kepastian hukum,
ketidakpastian bagi konsumen tetap muncul karena mereka tidak lagi bisa
menyelesaikan sengketa melalui BPSK yang lebih cepat dan mudah, tetapi
harus melalui jalur peradilan umum yang lebih panjang dan kompleks.

2. Implikasi Terhadap Kewenangan BPSK

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUPK, pemerintah membentuk

badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.!*® Dalam

YN, Sri Nurhayati, “Kepastian Hukum Eksekusi Riil Terhadap Putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen Nomor 09/Pts/Bpsktangsel/Vi/2015 Dihubungkan Dengan Pasal 54 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Surya Kencana Dua 7,
no.1 (Juli 2020).

115 presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 49 ayat (1).
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menjalankan tugasnya, BPSK memiliki kewenangan untuk memberikan
putusan yang bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal
54 ayat (3) UUPK.™® Namun, putusan Mahkamah Agung telah
mempersempit kewenangan BPSK, terutama dalam kasus pembiayaan
kredit, karena Pasal 56 ayat (2) UUPK jo. Kepmenperindagri nomor
350/MPP/Kep/12/2001 memberikan hak kepada pihak yang tidak
menerima putusan BPSK untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan
Negeri dalam waktu 14 hari kerja setelah putusan diberikan. Pasal 57
UUPK menyatakan bahwa eksekusi putusan BPSK harus diajukan ke
Pengadilan Negeri'!’, sehingga efektivitas putusan BPSK menjadi terbatas.

PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (3) menyebutkan
bahwa putusan BPSK dapat dibatalkan jika bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan atau tidak berdasarkan bukti yang cukup. Dengan
adanya dasar hukum tersebut, jika BPSK tetap mengadili sengketa
wanprestasi pembiayaan kredit, putusannya sangat rentan dibatalkan oleh
pengadilan. - Hal ini. menunjukkan bahwa kewenangan BPSK telah
dipersempit oleh Mahkamah Agung, sehingga peran BPSK dalam
melindungi  konsumen di - sektor pembiayaan semakin terbatas.
Kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa wanprestasi pembiayaan
kredit oleh Mahkamah Agung, terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 dan Putusan Nomor 344 K/Pdt.Sus-

116 presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 54 ayat (3).

17 presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 56 ayat (2) Pasal 57.
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BPSK/2024 menunjukkan bahwa BPSK memiliki batasan kewenangan
dalam menangani sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian atau
wanprestasi.**®
3. Implikasi Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Normatif

dan Hukum Ekonomi Syariah

Perlindungan konsumen secara normatif merupakan amanat
konstitusional dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menegaskan bahwa
setiap konsumen berhak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan
kepastian hukum dalam bertransaksi. Salah satu bentuk implementasi dari
amanat tersebut adalah pembentukan BPSK sebagai lembaga penyelesaian
sengketa konsumen yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun,
dengan adanya pembatasan kewenangan BPSK, konsumen tidak lagi dapat
menyelesaikan sengketa wanprestasi pembiayaan kredit melalui BPSK,
melainkan harus melalui jalur peradilan umum yang lebih panjang dan
kompleks.

Banyak dari beberapa putusan BPSK yang alih-alih- menjamin
perlindungan hukum bagi konsumen namun memunculkan ketidakadilan

bagi produsen atau pelaku usaha. Selain itu ditemui pula bahwa BPSK

18 Nur Suprianto Sukamto, dkk, “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
dalam Mengadili Sengketa yang Bersumber pada Wanprestasi dalam Jual Beli (Analisa Pada
Putusan Nomor 721 K/PDT.SUS-BPSK/2020 Juncto Putusan Nomor 689 /PDT.SUS-
BPSK/2019/PN JKT UTR Juncto Putusan BPSK Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019),” Action
Research Literate 8, no.6 (Juni 2024).
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menyelidiki dan mengadili sengketa yang bukan kewenangannya.™*
Kondisi tersebut berdampak pada pembatalan putusan BPSK di tingkat
kasasi, sehingga badan tersebut kehilangan kekuatan eksekutorial dan
perlindungan konsumen tidak dapat berjalan dengan secara optimal sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Pembatalan putusan BPSK di tingkat
kasasi juga berakibat pada melemahnya lembaga BPSK dalam
menegakkan perlindungan konsumen secara optimal. Ketidakpastian ini
dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap fungsi BPSK sebagai
jalur alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan konsumen
merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai keadilan (“adl),
kemaslahatan (maslahah), dan larangan untuk saling merugikan (la darar
wa la dirar).**® Prinsip-prinsip ini menuntut adanya sistem penyelesaian
sengketa yang berpihak kepada pihak yang lemah, yakni konsumen,
terutama dalam akad-akad pembiayaan. Pembatasan kewenangan BPSK
oleh. Mahkamah Agung berdampak langsung terhadap penerapan nilai-
nilai tersebut. Lebih dari itu, penyelesaian melalui jalur peradilan umum
sering kali tidak sebanding dengan kemampuan konsumen, baik dari segi
waktu, biaya, maupun pemahaman hukum. Hal ini berpotensi melanggar
asas keseimbangan (Equitibrium) dalam akad'*!, yang merupakan nilai

penting dalam transaksi muamalah.

1% Harin Adie Tama, dkk, “Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Badan Perlindungan
Sengketa Konsumen Oleh Mahkamah Agung,” Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no.4 (2024).

120 Kholidah, dkk, Hukum Ekonomi Syariah, 9.

2! Kholidah, dkk, Hukum Ekonomi Syariah,19.
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Menurut penulis, secara normatif pembatasan kewenangan BPSK
bertentangan dengan tujuan awal dibentuknya lembaga tersebut, yakni
sebagai instrumen perlindungan konsumen di luar pengadilan. Ketika
forum tersebut dibatasi, konsumen kehilangan akses terhadap penyelesaian
sengketa yang mudah dijangkau. Dalam perspektif Hukum Ekonomi
Syariah, hal ini juga tidak sejalan dengan prinsip keadilan (‘adl) dan
tanggung jawab sosial dalam muamalah, karena negara seharusnya hadir
melindungi pihak lemah dari ketimpangan kekuasaan dalam transaksi.
Maka, diperlukan rumusan kebijakan yang mampu mengembalikan fungsi
perlindungan konsumen secara menyeluruh, baik dari aspek hukum positif
maupun nilai-nilai syariah.

. Implikasi Terhadap Praktik Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Pembatalan putusan BPSK oleh Mahkamah Agung membawa
dampak signifikan terhadap praktik penyelesaian sengketa di Indonesia,
terutama dalam menciptakan ketidakpastian hukum. Meskipun BPSK
didesain sebagai lembaga yang menyediakan mekanisme penyelesaian
sengketa yang cepat dan efisien, mekanisme keberatan ke Pengadilan
Negeri dan kasasi ke MA menyebabkan banyak putusan BPSK yang
dibatalkan. Hal ini mengakibatkan putusan yang seharusnya final dan
mengikat kehilangan kekuatan eksekutorialnya, sehingga menyulitkan
konsumen dalam mendapatkan keadilan secara efektif. Kepastian hukum

terhadap putusan BPSK menjadi tidak efektif, dan ketidakpastian hukum
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muncul karena putusan BPSK tidak lagi bersifat final dan mengikat, akibat
adanya upaya hukum yang diajukan oleh Pelaku Usaha.'??

Banyaknya putusan BPSK yang diajukan keberatan ke Pengadilan
Negeri hingga kasasi ke Mahkamah Agung menyebabkan lebih banyak
beban kerja yang seharusnya dapat ditangani secara efektif oleh BPSK.'*
Akibatnya, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih lama dan berlarut-
larut, yang tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga menghambat
kepastian hukum bagi pelaku usaha. Putusan Mahkamah Agung ini
menunjukkan bahwa sengketa wanprestasi dalam pembiayaan kredit lebih
tepat diselesaikan melalui jalur peradilan umum. Namun, di sisi lain, hal
ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor perlindungan
konsumen masih memiliki kelemahan, terutama dalam membedakan
sengketa perlindungan konsumen dengan sengketa perdata murni. Untuk
mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan revisi atau penyesuaian
regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar terdapat
kejelasan. mengenai batasan kewenangan BPSK, mekanisme alternatif
yang lebih sederhana bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa tanpa
harus melalui jalur pengadilan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat

terkait mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan jenis

perkaranya.

122 N. Sri Nurhayati, “Kepastian Hukum Eksekusi Riil Terhadap Putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen Nomor 09/Pts/Bpsktangsel/Vi/2015 Dihubungkan Dengan Pasal 54 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Surya Kencana Dua 7,
no.1 (Juli 2020).

12 Nayila Rehman, “Makna Final Dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Putusan Kasasi Mahkamah
Agung),” Brawijaya Law Student Journal (Maret, 2024).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah dijabarkan oleh peneliti pada bab-bab diatas

dapat ditarik kesimpulan yang diantaranya:

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus kewenangan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam mengadili
wanprestasi pembiayaan kredit dilakukan melalui pendekatan yuridis dan
non-yuridis. Secara yuridis, Mahkamah Agung menilai bahwa sengketa
wanprestasi termasuk ranah hukum perdata, sehingga penyelesaiannya
merupakan kewenangan absolut pengadilan negeri, bukan BPSK.
Mahkamah Agung juga mempertimbangkan asas legalitas dan kompetensi
absolut lembaga peradilan. Sementara secara non-yuridis, Mahkamah
Agung mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan perlindungan bagi
konsumen serta pelaku usaha agar tidak terjadi tumpang tindih
kewenangan antara BPSK dan pengadilan. Oleh karena itu, sejak tahun
2013 Mahkamah Agung secara konsisten membatasi kewenangan BPSK
dalam menangani sengketa wanprestasi pembiayaan kredit.

2. Putusan BPSK yang mengadili wanprestasi dalam pembiayaan kredit
sering kali dibatalkan oleh pengadilan, terutama oleh Mahkamah Agung.
Dalam beberapa kasus, seperti Putusan Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024
dan 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024, Mahkamah Agung membatalkan putusan

BPSK karena dinilai melampaui kewenangannya. Hal ini menunjukkan

85



86

bahwa meskipun putusan BPSK bersifat final dan mengikat menurut
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam praktiknya putusan
tersebut tetap dapat dibatalkan melalui mekanisme keberatan di Pengadilan
Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, PERMA No. 1 Tahun 2006, Kepmenperindagri
Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 serta Putusan Mahkamah Agung,
kedudukan putusan BPSK dalam sengketa wanprestasi pembiayaan kredit
menjadi lemah dan dapat dibatalkan.

. Putusan Mahkamah Agung telah memberikan kepastian hukum bahwa
sengketa wanprestasi dalam pembiayaan kredit tidak termasuk dalam
ruang lingkup sengketa konsumen yang dapat ditangani oleh BPSK.
Dengan demikian, penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui
mekanisme peradilan umum atau arbitrase yang sesuai dengan ketentuan
hukum perdata. Implikasi terhadap kewenangan BPSK berdampak pada
pembatasan akses konsumen terhadap jalur penyelesaian sengketa yang
mudah dan terjangkau. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah,
pembatasan ini bertentangan dengan prinsip ‘adl (keadilan) dan maslahah
(kemaslahatan) yang menekankan perlindungan bagi pihak lemah, seperti
konsumen. Diperlukan perumusan ulang kebijakan dan regulasi yang
mampu menjamin perlindungan hukum konsumen secara menyeluruh,
tidak hanya dari aspek hukum positif tetapi juga sesuai nilai-nilai keadilan

dalam ekonomi syariah.
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B. Saran

1. Peneliti menyarankan agar Mahkamah Agung menetapkan pedoman yang
tegas dan konsisten mengenai batas kewenangan BPSK dalam menangani
sengketa wanprestasi pembiayaan kredit. Hal ini penting untuk mencegah
interpretasi yang berbeda-beda di tingkat bawah serta memastikan tidak
terjadi tumpang tindih kewenangan antara BPSK dan Pengadilan Negeri,
demi mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

2. BPSK perlu meningkatkan pemahaman hukum bagi para anggotanya
terkait batas kewenangan sebagaimana telah ditegaskan dalam berbagai
Putusan Mahkamah Agung. Selain itu, diharapkan adanya evaluasi
terhadap prosedur penerimaan perkara agar tidak melampaui kewenangan
dan menghindari dibatalkannya putusan melalui mekanisme keberatan atau
kasasi, demi menjaga kredibilitas BPSK sebagai lembaga penyelesaian
sengketa.

3. Kepada pemerintah dan pembentuk kebijakan disarankan untuk melakukan
revisi dan harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan kewenangan BPSK,
sehingga tidak membatasi akses konsumen terhadap jalur penyelesaian
sengketa yang sederhana dan terjangkau. Dari perspektif Hukum Ekonomi
Syariah, saran ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hokum
bagi konsumen tetap sejalan dengan prinsip ‘adl (keadilan) dan maslahah
(kemaslahatan) yang menekankan keadilan sosial dan pembelaan terhadap

pihak yang lebih lemah.
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Pendapat Mahkamah Agung

() 9% iahkamahagung.go.id +

mengajukan keberatan kepengadilan negeri. Pertanyaan pokok
dalam sengketa ini adalah apakah sengketayang ditimbul dalam
perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kewenangan
BPSKatau tidak.

Pendapat  Atas permasalahan hukum yang timbul dariperjanjian
Mahkamah
Agung

pembiayaan konsumen ini pada kurun waktu tahun 2006 sampai
dengan2012 terdapat dua pandangan hukum di Mahkamah
Agung. Pandangan pertama yangmemandang bahwa hubungan
hukum dalam sengketa perjanjian pembiayaan
konsumentermasuk sebagai sengketa konsumen sehingga
berpandangan bahwa BPSK berwenangmengadili sengketa
tersebut. Pandangan kedua sebaliknya, berpandangan
bahwasengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan
konsumen termasuk sebagaiwanprestasi sehingga bukan
termasuk dalam lingkup sengketa yang dapat diadilioleh BPSK.
Pandangan pertama sebagaimana di atas terdapat pada antara
lain dalamputusan MA No. 063 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 26
Nopember 2007 (PT. Adira DinamikaMultifinance vs Agustri
Admodjo), 267K/Pdt.Sus/2012 tanggal25 Juli 2012 (Novan
Ferdiano vs PT U Finance Indonesia), No. 335 K/Pdt.Sus/2012
tanggal 6 September2012 (PT Mandiri Tunas Finance vs S), serta
No. 589 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 22 November 2012 (PT
SinarmasMultifinance vs ESS).

Sementara itu pandangan kedua terdapatpada antara lain
putusan MA No. 447 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 25 Agustus 2011
(Haasri vs PT Astra SedayaFinance) dan putusan no.
566K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 November 2012 serta dissenting
opinion Hakim Agung Syamsul Maarif, SH, LLM, Ph.D
padaputusan No. 335 K/Pdt.Sus/2012.

Namun sikap sejak tahun 2013

pertama
di atas telahditinggalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan
No 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 23 Maret 2013 (Ny. Yusmaniar
vsPT Adira.Dinamika Multi Finance Thk:) menyatakan:

hubunganhukum  antara Penggugat dan

. Tergugat, ternyata adalah didasarkan pada

~ perjanjianpembiayaan bersama dengan
penyerahan milik secara fiducia, yang
menerapkanhubungan. hukum, perdata. dan
tidak termasuk sengketa konsumen,
sebagaimana dimaksuddalam ketentuan
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen,oleh karenanya Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Padang,
tidak berwenanguntuk mengadilinya.



Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 145 K/Pdt Sus-BPSK/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai

berikut dalam perkara antara:
PT CAPELLA MULTIDANA, diwakili oleh Direktur, Seaw Pin
Hong, berkedudukan di Jalan Nibung Raya Nomor 144-148,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Dr. Edi Yunara, SH., MHum., dan kawan-
kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Budi
Kemasyarakatan Nomor 8, Kelurahan Pulo Brayan Kota,
Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 23 April 2016;
Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

Lawan
ROSMAYANI SAMOSIR, bertempat tinggal di Jalan H. Nawi
Harahap, Gang Maju, Nomor 16, Kelurahan Siti Rejo Iil,
Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maradu
Simangunsong, SH., Advokat pada Kantor Simangunsong,
S H.. & Assodiates, berkantor di Jalan Medan Tenggara Il Gg.
Pendidikan Nomor 136, Medan, Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016;
Termohon Kasasi/Termohon Keberatan;
Mahkamah Agung tersebut;

terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan
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Putusan Nomor 74@/Arbilrase/BPSK-Mdn/2015, tertanggal 17 Desember
2015 yang amamya sebagai berikut:

2. Mewaijibkan Pelaku Usaha untuk mengembalikan mobil Type Daihatsu
Terios TX MT MC, Wana Hitam, Tahun 2014, Nomor Polisi BK 1461 OT
sebagai objek jaminan fiducia kepada Konsumen;

3. Menyatakan Konsumen membayar tunggakan yang ada dan berhak untuk
meneruskan cician kredit mobil Type Daihatsu Terios TX MT MC, Wama

3 | Hitam, Tahdn 2014, Nomor Polisi 8K 1461 0T sampallunas;

4. Menolak permohonan Konsumen selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara:
Bahwa, terhadap amar putusan aaﬁ Penyelesaian Sengketa
Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan ’ah mengajukan permohonan
A keberatan di depan i Medan agar
putusan sebagai berikut:
Mengadli
1. Merg Kebaratan
2

v~
w4

Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tertanggal 17 Desember 2015,

Nomor -MDN/2015 antara i Samosir selaku
Konsumen melawan PT Capella Multidana selaku Pelaku Usaha;
Mengadili Sendiri:

1. Menolak Pengaduan Konsumen (Termohon) terhadap Pelaku Usaha
(Pemohon) sebagaimana tersebut pada Putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tertanggal 17 Desember 2015,
Nomor MDN/2015 antara Samosir selaku
Konsumen melawan PT Capella Multidana selaku Pelaku Usaha;

2. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara a quo;

Atau:
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah
memberikan Putusan Nomor 04/Pdt Sus/BPSK/2016PN Mdn., tanggal 22
Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota
Medan Nomor 746/Arbitrase/BP SK-Mdn/2015, tertanggal 17 Desember 2015

3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang
hingga putsuan ini diucapkan ditaksir sejumiah Rp604.000,00 (enam ratus
empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadiian Negeri Medan tersebut telah
diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 20 April 2016 kemudian

P — Siifst
23 April 2016 digjukan kasasi
3 Mei 2016 imana temyata dari Akta Perny: Kasasi

Nomor 43/PdvKasasi2016/PN Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan
Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Mei 2016;
bahwa Kasasi y
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal
16 Mei 2016 yang merupakan bagian lidak terpisahkan dari putusan ini,
Pemohon meminta agar:
~ Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/
Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Mdn., tanggal 22 Maret 2016, juncto Putusan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor
746/Arbitrase/BPSK-MDN/2015 tanggal 17 Desember 2015 dan
sekaligus Menolak Pengaduan Konsumen/Termohon Kasasi terhadap
Pelaku Usaha/Permohon Kasasi;
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-
Bahwa terhadap memorl kasasi tersebut, Termohon tidak mengajukan .
kontra memori kasasi;
e alasan-al tersebut, Mahkamah Agung
%
h memori kasasi dengan
pertimbangan Judex Facti, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan
hukum o vagai berikut
- Bahwa terdapat inkonsistensi antara alasan

dengan pertimbangan Judex Facti dimana keberatan Pemohon/
Pemohon Kasasi dalam_perkara ini, didasarkan pada alasan
I BN sebagaimana_diatur ketentuan Pasal 6 (5) bukan ' alasan
) & T aoaqm“ﬁmmwnwl\ém PERMA Nomor 1
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tetapi Judex Facti menilai
‘alasan alasan pembatalan Putusan BPSK Nomor 746/Arbitrase/BPSK-
A/ MDN/2015, tanggal 17 mj* 2015 berdasarkan ketentuan Pasal 6 J
= ayat (3) dan ayat (4) &. karena tidak terdapat konsistensi antara sl
alasan dengan Judex Facti
maka berak tusan Judex akan batal;
- Bahwa selain ifu pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai
keabsahan objek jaminan fiducia berupa 1 (sat) unit mobil
oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Banding sehingga atas sengketa a
quo berlaku ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia bukan Undang
Undang Perlindungan Konsumen;
—  Bahwa sengketa a quo juga bukan sengketa konsumen sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/
Kep/2001 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen tetapi sengketa ingkar janji yaitu perbuatan
Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat
dalam Perjanjian i dengan Peny Hak Milik
Secara Fidusia Nomor 003119/043744/MDN/ 06/14/M tanggal 21 Juni
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2014 yang berakibat penarikan objek jaminan fidusia oleh Pemohon

Keberatan/Pemohon Kasasi;
-~ Bahwa karena bukan sengketa konsumen maka BPSK tidak berwenang

memeriksa dan memutus sengketa a quo;

bahwa tersebut di atas,

Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT CAPELLA MULTIDANA
tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
04/Pdt. Sus/BPSK/2016/PN Mdn., tanggal 22 Maret 2016 yang menguatkan
Putusan Badan ian Sengketa Nomor i
BPSK-Mdn/2015, tertanggal 17 Desember 2015 serta Mahkamah Agung akan
mengadili sendifi perkara @ quo dengan amar sebagaimana yang akan
disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon

harus dihukum untuk biaya perkara pada semua tingkat
peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun peraturan ngan lain yang

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT CAPELLA
MULTIDANA tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pdt.Sus/
BPSK/2016/PN Mdn., tanggal 22 Maret 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Badan F Sengketa (BPSK) Kota

Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

% Put Nomor 145 Sus-8/
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2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar
biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi
ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (ima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Selasa, tanggal 25 . SH.LLM. PhD., Hakim

3 o

Nurul Elmiyah, SH., MH., dan Dr. Rahmi Mulyati, SH., MH., Hakim-Hakim

Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

ﬂmﬁqmmﬂstnﬁngwlmanm$ iduri Febri Kurnia,

S.H. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pifiak.

Hakim-Hakim Anggota: _Ketua Majelis,
Td/ | T
Or. Nord EMmian S H, MH q‘:nmlm‘ad. SH. LLM, PhD
Tid/

Dr. Rahmi Mulyati, S M.H 9§

Panitera Pengganti,
Tid/
Ismu Bahaiduri Febri Kumia, S H.

Biaya-biaya Kaul:\ / ’

1 Metera " Rp 10.000,00
2.Redaks Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi... Rp480.000.00

Jumiah .. Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AHM, IANDA P,
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt Sus-BPSK2024

Halaman 5

[T ———————

Halaman 6

98



Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAN
Nomor 344 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai

berikut dalam perkara antara:
PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, diwakili oleh Direktur,
Rita Mustika, berkedudukan di Menara Mandiri, | Lantai
26-27, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 54-55, Jakarta
Selatan dan berkantor cabang di Jalan HOS. Cokro
Aminoto, Nomor 27, Mergelo, Balongsari, Kecamatan
Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Sunbanualas Sivakkar dan
kawan-kawan, Litigation Department Head PT. Mandiri
Utama Finance, berkantor di Menara Mandiri, | Lantai 26-
27, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 54-55, Jakarta
Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3

November 2023;
Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;
Lawan
1. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) BOJONEGORO, berkedudukan di Jalan Setya
Budi, Nomor 53, Bojonegoro, 62113;
2. AHMAD MUKHIBUDIN AMINOTO S. IP.. bertempat

tinggal di Semanding, RT. 3, RW. 2, Beloh, Trowulan,
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
Para Termohon Kasasi/Para Termohon Keberatan;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
idak terpisahkan dari putusan ini;
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bahwa surat-surat yang |
temyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan |
Putusan Nomor B3/P/BPSK.BJN/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang
amarnya sebagai berikut:
Mengabulkan gugatan konsumen;
1. Penggugat melunasi seluruh tunggakan angsuran dan melanjutkan sisa

angsurah sampai dengan kontrak kredit berakhir;
., 2, Memeriniahan agar Tergugat menyerahkan sepeda motor Honda ADV |
dengan Nomor Polisi S 2630 NBM yang menjadi agunan kredit
L 4 Penggugat yang telah ditarik paksa kepada Penggugat, setelah
Penggugat melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi putusan ini;
Bahwa, terhadap amar putusan Badan_Penyelesaian_Sengketa
4 Konsumen tersabut, Pemohon Keberatan felah Mengaickan pormonaran
i keberatan. di depan persidangan Pengadian Negeri. Mojokerio agar
) ¥ memberikan putusan sebaga berkut. N
1. Pemohon untuk
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Bojonegoro tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadii
sengketa antara Pemohon dan Termohon I
Membatakan' Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

3
(BPSK) Bojonegoro Nomor 83/P/BPSK BJN/2023, tertanggal 14 Agustus
2023;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada

Termohon | dan Termohon l secara tanggung renteng.
Aau apabila Majelis Hakim Pengadiian Negeri Mojokerto berpendapat fain,
mohon putusan yang seadil-adiinya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri
Mojokerto telah memberikan Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk
tanggal 31 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon | dan Termohon If tefah dipanggil dengan patut
tetapi tidak hadir;
2. Menolak permohonan keberatan Pemohon tersebut dengan verstek
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3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumiah
Rp218.600,00 (dua ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadian Negeri Mojekerto tersebut
telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada
Pemohon dan Para Termohon pada tanggal 31 Oktober 2023 kemudian
terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023 diajukan permohonan kasasi
pada tanggal 14 November 2023 sebagaimana temyata dari Akta
Pemyataan Permohonan Kasasi Nomor 95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk
yang dibuat oleh Panitera Pengadian Neger Mojekerto, permohonan
tersebut dikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 14 Noverber 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi @ quo beserta alasan-
alasannya telah diberiahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima
wnggal 14 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima dan mengabulken permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
dahulu Pemohon Keberatan/Penggugat;

2. Membatakan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 95/Pdt. Sus-
BPSK/2023/PN.Mjk, tertanggal 31 Oktober 2023;

Mengadii Sendiri:
Dalam Pokok Perkara:
1. Badan Sengketa tidak
dan ini;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahuiu Termohon Keberatan/Tergugat

untuk membayar biaya-biaya perkara pada semua tingkat peradilan;
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Atau, apabila Majelis Hakim Judex Juris yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo pada tingkat kasasi berkata lain, maka mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi
tidak mengajukan kontra memori kasasi;
Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, Mahkamah
Agung berpendapat:
- Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang menolak
permohonan keberatan Pemohon dengan verstek tidak dapat
- dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta da{ag! perkara aquo
Z S Judex " Facti telah “salah mgnmmnf\um atay kurang
ASL huk i
dengan pertimbangan sebagai berikut:
A - Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi (Pemohon
4 ’1 Keberatan) dengan Ti ho,Kasasl (Termohon Keberatan )
adalah berdasarkan perj pembiayaan konsumen dengan J
jaminan fidusia, PeriOhon. Kaberatan sebagal Kreditur dan
Termohon Keberatan |l selaku Debitur, dimana temyata pihak
Termoh: Keberatan Il selaku Debitur telah cidera janji
( ;& p
- Bahwa Temohon Keberatan Il fidak melaksanakan
kewajibannya angsuran kredit sebagaimana telah diperjanjikan
dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 040622004134 tanggal 14
September 2022, dengan demikian Termohon Keberatan Il telah
melakukan wanprestasi.

- Bahwa oleh karena persoalan hukum antara Pemohon dengan
Termohon Keberatan Il adalah berkaitan dengan utang piutang
dan Termohon Keberatan |l telah wanprestasi maka
permasalahan hukum ini bukan berkaitan dengan sengketa
konsumen, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) tidak berwenang mengadiinya;
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bahwa tersebut di  atas,

Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. MANDIRI UTAMA FINANCE

tersebut dan membatakan Putusan Pengadian Negeri Mojokerto Nomor
95/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mjk tanggal 31 Oktober 2023 yang menolak

Puusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Nomor

83/P/BPSK.BIN/2023 tanggal 14 Agustus 2023 serta Mahkamah Agung

‘akan mengadili sendir perkara a quo dengan amar sebagaimana yang akan

disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena pemmohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Pemohon  Keberatan ~dikabulkan, namun  senyatanya Pemohon
Kasasi/Pemohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka harus
dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradian;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Periindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor
3Tahun 2009 serta peraturan dangan fain yang

MENGADILE:
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. MANDIRI
UTAMA FINANCE, tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadiian Negeri Mojokerto Nomor 95/Pdt.Sus-
BPSK/2023/PN Mjk tanggal 31 Oktober 2023 yang menolak Putusan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 83/PBPSK BIN/2023
tanggal 14 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:
1 Badan ian Sengketa K (BPSK) tidak
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2 Putusan BPSK Nomor BUN/2023

tanggal 14 Agustus 2023;
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3. Pemohon untuk
semua biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Senin, tanggal 26 Februan 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.,
Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Maijelis dengan dihadiri
Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti

) C dengan tidak dihadiri oleh para pihak. \ &
L\ 1§
Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd ttd
% 'b Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. ’ Dr. H. Hamdi, S H., M.Hum.
- ‘ td ‘ »
(Y ‘
4 Dr. Nani Indrawati, S.H.. M.Hum.
Panitera Pengganti,
4 ud
Aftizal, S.H., MH.
...Rp 10.000.00
X ~..Rp 10.000.00
3. Administrasi kasasi RD498.000.00
Jumiah Rp500.000,00
Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus
H. AHMAD ARDIANDA PA! M.Hum,
NIP. 19621220 1986121 001
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